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ABSTRAKSI 
 
Islamic social reporting merupakan standar pelaporan kinerja sosial 
perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Secara khusus indeks ini adalah 
perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat 
tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran 
perusahaan dalam perspektif spiritual, selain itu indeks ini juga menekankan pada 
keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. 
Apabila pelaporan dilakukan secara baik maka akan mempengaruhi pandangan 
masyarakat luas mengenai nilai pada perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 
akan berprngaruh pada kepercayaan para investor dan nasabah untuk 
mempercayakan pelayanan pada suatu perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh islamic social 
reporting yang terdiri dari produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan serta 
tata kelola organisasi terhadap nilai perusahaan. Metode yang digunakan adalah 
menggunakan regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari annual report Bank Syariah dengan mengambil 
sampel penelitian sebanyak 7 Bank Syariah. Pengolahan data dilakukan 
menggunakan alat perhitungan SPSS 21 dan Eviews 8. 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa islamic social reporting yang 
terdiri dari produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan serta tata kelola 
organisasi secara simultan berpengaruh teradap nilai perusahaan. Secara parsial 
hanya tiga indikator yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan, yaitu: tenaga kerja mempengaruhi sebesar 0,13375; sosial 
mempengaruhi sebesar 0,08955 dan lingkungan mempengaruhi sebesar 0,18889. 
Sedangkan dilain pihak terdapat dua indikator yang secara parsial tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu: produk dan jasa; 
serta tata kelola organisasi. 
 
Kata kunci: islamic social reporting, nilai perusahaan, produk dan jasa, tenaga 
kerja, sosial, lingkungan, dan tata kelola organisasi 
 
 
 
 
 
  
 اىَيخض
 
 اىخظ٘ص، ٗجٔ عيٚ .اىششٝعت الإبلاغبلاجخَبعبلإصلاٍٖٞ٘اىششمبحخقبسٝشالأداءالاجخَبعٞبىقٞبصٞتعيىأصبس
 ح٘ه فقط ىٞش اىجَٖ٘س ح٘قعبث ٝخضَِ الاجخَبعٜ ىلأداء اىقٞبصٞت اىخقبسٝش لإعذاد اٍخذاد ٕ٘ اىَؤشش ٕٗزا
 أٝضب ٝضع ٍؤشش إىٚ ببلإضبفت اىشٗحٜ، اىَْظ٘س فٜ اىششمت دٗس أٝضب ٗىنِ الاقخظبد، فٜ اىششمت دٗس
 طحٞح بشنو الإبلاغ حٌ ٗإرا .ٗاىَ٘ظفِٞ الأقيٞبث، ٗحق٘ق ببىبٞئت، اىَخعيقت الاجخَبعٞت اىعذاىت عيٚ اىخشمٞز
 اىَضخثَشِٝ ثقت ىيششمبث عبىٞت قَٞت  ٝأ حٞض٘ف .اىششمت قَٞت ح٘ه اىجَٖ٘س آساء عيٚ حؤثش ٗص٘ف
 .اىششمت خذٍت إىٚ ٝعٖذ أُ ٗاىعَلاء
 
 اىَْخجبث  ٍِ ٝخنُ٘ اىزٛ الإصلاٍٜ الاجخَبعٜ الإبلاغ حأثٞش ححذٝذ إىٚ اىذساصت ٕزٓ ٗحٖذف
 اصخخذاً ٕٜ اىَضخخذٍت اىطشٝقت .اىششمت قَٞت عيٚ ٗاىح٘مَت ٗاىبٞئٞت ٗالاجخَبعٞت ٗاىعَو ٗاىخذٍبث
 اىضْ٘ٛ اىخقشٝش ٍِ عيٖٞب اىحظ٘ه حٌ اىخٜ اىثبّ٘ٝت اىبٞبّبث اىَضخخذٍت اىبٞبّبث .اىخطٜ الاّحذاس ٍخعذدة
حضبة  أداة SSPS ببصخخذاً اىبٞبّبث ٍعبىجت حْفٞز حٌ .اىششعٞت بْل 7 اىعْٞبث الإصلاٍٜ اىبْل احخز اىزٛ
 . ثَبّٞتsweivEٗ ٗاححذ ٗعششُٗ 
 ٗاىخذٍبث،  ّبىَْخجب ٝخنُ٘ اىزٛ الإصلاٍٜ الاجخَبعٜ الإبلاغ مٍ٘بٞ٘حش أُ اىْخبئج ٗأظٖشث
 فقط ثلاثت ٍؤششاث جزئٞب .اىششمت ٗقَٞت ٗاحذ ٗقج فٜ حؤثش إىٜ الاجخَبعٞت ٗاىحنٌ اىبٞئت ٗحْظٌٞ ٗاىعَو،
 ىو الاجخَبعٜ اىخأثٞش .57331.0 ٍِ اىعَو حأثٞش :ٕٜٗ اىششمت، قَٞت عيٚ مبٞش إٝجببٜ حأثٞش ٍِ
 جزئٞب اىخٜ اىَؤششاث ٍِ ّ٘عبُ ْٕبك أخشٙ، ّبحٞت ٍِٗ .اىبٞئٞت اىخأثٞشاث ٍِ 98881.0 ٗ 55980.0
 .اىششمبث ح٘مَت عِ فضلا ٗاىخذٍبث؛ اىَْخجبث :ٕٜٗ اىششمت، قَٞت عيٚ مبٞش إٝجببٜ حأثٞش أٛ
 
 
 ٗالاجخَبعٞت ٗاىعَبىت ٗاىخذٍبث ٗاىَْخجبث اىششمت ٗقَٞت الاجخَبعٜ، الإصلاٍٜ اىخقبسٝش :اىبحث ميَبث
 اىَْظَت ٗإداسة ٗاىبٞئٞت،
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan Corporate Ssocial Responsibility (CSR) di 
Indonesia mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas 
dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana pelaporan tentang 
CSR perusahaan yang awal penyalurannya bersifat sukarela (voluntary) 
menjadi bersifat wajib (mandatory) dengan terbentuknya Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa laporan tahunan 
harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan 
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan pelaporan 
sosial syariah, Islamic Social Reporting (ISR) masih dalam bentuk 
sukarela (voluntary), sehingga bentuk pelaporan CSR setiap perusahaan 
syariah menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut 
disebabkan tidak adanya standart yang baku secara syariah tentang 
pelaporan CSR syariah. 
Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial 
perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir 
dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan  
Accounting and Auditing Organizaton for Islamic financial institusions 
(AAOIFI) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti 
berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar 
pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya 
mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran 
perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga 
menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak 
minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010). 
Pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia akan 
menyebabkan adanya peraturan yang berhubungan dengan perbankan 
syariah. Dalam skala internasional AAOIFI yang merupakan organisasi 
internasional yang memiliki wewenang dalam menetapkan standar 
akutansi, pengauditan, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi 
keuangan syariah di dunia. Dengan demikian perkembangan perbankan 
syariah akan mendorong bank syariah untuk dapat melaporkan 
pengungkapan tanggung jawab sosialnya yang sesuai prinsip-prinsip 
syariah islam (Arsyi, 2015: 7). 
Pada tahun 1997, terdapat suatu keluaran yang cukup berpengaruh 
dalam konteks CSR yang dikemukakan oleh John Elkington dalam 
Wibosono mengemukakan konsep “3P” yaitu profit, people dan planet. 
Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab 
sosial terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional 
bisnisnya meliputi aspek ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan 
(planet) atau biasa disebut triple bottom line (3P), yang diwujudkan dalam 
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). 
 Akan tetapi, sejak peluncuran ISO 26000 pada awal November 
2010 oleh lembaga International Organization for Standardization (ISO) 
mengenai Guidance on Social Responsibility, komponen triple bottom line 
ditambah aspek prosedur (procedure). Hal tersebut berarti bahwa CSR 
merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian 
keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) 
dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur 
(procedure) yang tepat.  
Keberlangsungan sebuah perusahaan akan terjadi apabila 
perusahaan menaruh kepedulian terhadap keempat aspek tersebut. CSR 
sebenarnya telah diterapkan pada beberapa perusahaan di Indonesia sejak 
tahun 1990-an, hanya saja disebut sebagai Corporate Social Activity atau 
aktivitas sosial perusahaan. Corporate Social Activity (CSA) merupakan 
bentuk kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan, 
seperti layaknya CSR (Fauziah, dkk. 2013: 13). 
Seharusnya pada setiap perusahaan dalam menyikapi bentuk 
tanggung jawab sosial dapat memahami ajaran syariah islam, yang 
mengajarkan tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang 
memiliki tanggung jawab dalam aspek ekonomi dan social masyarakat. 
CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus 
bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk 
peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari 
karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas 
lokal dan masyarakat secara luas (The Word Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) ( Wibisono, 2007:  45).  
Menurut Sukada, dkk. CSR merupakan segala upaya manajemen 
yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan 
lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan 
memaksimumkan dampak positif di setiap pilar (Sukada, 2007: 62). 
Perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan terencana untuk 
sampai kepada tujuan yang telah mereka tentukan. Pencapaian tujuan 
tersebut dapat melewati berbagai proses pelaksanaan kegiatan dimana 
tidak hanya mengikut sertakan satu pihak saja (dalam hal ini perusahaan 
itu sendiri), tetapi juga secara langsung ataupun tidak langsung terkait 
dengan pihak luar. Pihak luar tersebut misalnya pemerintah, masyarakat 
dan lembaga-lembaga sosial. Tak lepas dari pihak luar tersebut, maka 
perusahaan-perusahaan banyak melakukan kerjasama dengan pihak yang 
mendukung pada mencapaian tujuan, khususnya menyangkut kepentingan 
perusahaan. 
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat 
memiliki kendala yang dapat disebabkan oleh kekurangsigapan perusahaan 
dalam menangani permasalahannya. Perusahaan-perusahaan tersebut harus 
mampu menjaga keseimbangannya dengan memperhatikan pihak lain yang 
dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan yang salah satunya yaitu 
masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu pihak yang terkait dengan 
berbagai kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan yang dilaksanakan 
oleh perusahaan. Masyarakat (dalam hal ini komunitas lokal), memegang 
peranan sebagai pihak yang dapat terkena dampak sosial, politik, ekonomi 
maupun dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan. Untuk itu 
pentingnya dilakukan CSR untuk menjaga keharmonisan antar stakeholder 
maupun meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 
Pertumbuhan bank syariah di Indonesia mendorong lahirnya etika 
pengungkapan tanggung jawab sosial. Sebagai entitas yang berbasis Islam, 
sudah sepatutnya Bank Syariah memperhatikan lingkungan dan 
masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab 
terhadap umat. Sesuai dengan UU no 21 tahun 2008 pasal 7 “ bentuk 
badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas”, sehingga dalam 
hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, bank syariah harus mengacu 
pada UU no. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang perseroan terbatas (PT) 
(Rosiana, dkk, 2015: 88). 
Dalam dunia perusahaan perbankan, seharusnya lebih 
memperhatikan etika dalam menjalankan aktifitasnya sebagai penentu 
kebijakan pada pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 
social masyarakat. Sehingga dengan berlandaskan etika islam dianggap 
mampu untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan aktifitas 
perusahaan, agar dapat terjalin hubungan yang baik atara pihak perusahaan 
dan masyarakat social.   
Sebagai pelaku bisnis dalam dunia usaha, maka terdapat hal 
menarik yang dapat mendukung penelitian mengenai CSR atau dalam 
istilah di Indonesia dikenal dengan tangung jawab sosial perusahaan. 
Berdasarkan data yang didapat melalui penelusuran dari berbagai sumber 
tertulis dapat diketahui bahwa perusahaan di Indonesia pada saat ini telah 
melakukan tanggung jawab sosialnya, bahkan terdapat beberapa 
perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan atas program CSR yang 
dilakukannya. Salah satu contohnya yaitu perusahaan yang berproduksi di 
bidang kimia yang memperoleh penghargaan CSR (CSR Award) karena 
dianggap telah memiliki komitmen CSR yang kuat yang akan berdampak 
pada lancarnya operasional perusahaan, serta perolehan citra dan reputasi 
yang positif (Wibisono, 2007: 47).  
Masalah yang harus kita perhatikan sebagai pelaku bisnis di dunia 
usaha, tidak hanya pada perusahaan umum tetapi pada perusaan perbankan 
syariah yang seharusnya aktif dalam kegiatan social. Dengan adanya 
kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial maka dengan 
pengungkapan dalam bentuk index ISR ini yang akan menjadi langkah 
yang baik antara hubungan perusahaan dan masyarakat, dengan langkah 
tersebut adalah bentuk etika dalam islam. 
Hal itu dimaksudkan agar etika yang diterapkan oleh pebisnis 
muslim itu mempunyai nilai tambah yang lebih luhur, yakni disamping 
mendapatkan keuntungan duniawi juga memperoleh pahala dari Allah, 
sebab dalam etika islam (akhlak) itu semua pelaksanaan bisnis didasrkan 
pada niat mencari ridha Allah. Dengan demikian di samping keuntungan 
material dari hasil bisnisnya, dia juga meraih pahala dari Allah (Baidan, 
2014: 85). 
Sebagai pebisnis muslim tentu harus memiliki etika yang baik, 
sehingga dapat memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan 
masyarakat sosial dalam menerapkan bentuk tanggung jawab social 
kepada masyarat. Sehingga pihak perusahaan tidak hanya mendapatkan 
keuntungan buat perusahaan tetapi memikirkan pengembangan 
perekonomian masyarakat. 
Sumbangan sosial perusahaan memiliki dua dimensi, dimensi 
tersebut adalah karitas (charity) dan filantropi. Karitas adalah memberi 
bantuan yang sifatnya sesaat, sedangkan filantropi adalah sumbangan yang 
ditujukan untuk kegiatan investasi sosial atau kegiatan yang diarahkan 
pada penguatan kemandirian masyarakat (Saidi, dkk, 2003: 47). 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh PIRAC terhadap 226 
perusahaan di Indonesia terkait dengan sumbangan sosial perusahaan 
menyatakan bahwa secara umum sumbagan-sumbangan yang diberikan 
perusahaan tidak dilakukan secara terencana dan terfokus serta lebih 
bersifat insidentil atau hanya sekedar merespon permintaan sumbangan 
(Saidi, dkk, 2003: 47). 
Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa sumbangan sosial 
perusahaan belum berdimensi filantropi. Hal ini dibuktikan dengan 
beberapa temuan dari penelitian tersebut sebagai berikut: 
1. Proporsi perusahaan yang memiliki kebijakan formal mengenai 
sumbangan tergolong kecil. Hal tersebut ditunjukan oleh hasil survey 
bahwa dari 226 perusahaan, hanya 18 persen yang memiliki kebijakan 
tertulis mengenai sumbangan. 
2. Hanya sedikit perusahaan yang menyediakan staf khusus untuk 
menangani sumbangan sosial. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil 
survey bahwa hanya empat persen (10 perusahaan) yang mengaku 
memiliki staf khusus untuk menangani sumbangan. 
3. Proporsi perusahaan yang membentuk divisi khusus atau yayasan yang 
menangani sumbangan juga sangat kecil (hanya tiga persen dari 
seluruh responden). 
4. Perusahaan yang menyumbang hanya sekedar respon permintaan lebih 
banyak daripada mendesain suatu rencana aktivitas sosial (60 persen 
hasil survey menyatakan bahwa perusahaan selalu memberikan 
sumbangan secara insidentil). 
5. Sekitar satu dari lima perusahaan atau 21 persen menentukan target 
jumlah sumbangan sejak awal tahun fiskal, sebaliknya 62 persen 
lainnya menyatakan tidak ada target tertentu untuk itu (Saidi, dkk. 
2003). 
Mengenai praktek CSR di lembaga perbankan syariah, menurut 
Ahmad (2002), lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah 
pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur’an dan Sunah. 
Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dan sesamanya. Dan mengingat dasar filosofi tersebut 
bersifat relijius, maka diyakini bahwa hubungan yang ada akan lebih 
bersifat berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional.  
Dusuki dan Dar (2005) mengatakan bahwa pada perbankan syariah, 
tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat 
beberapa faktor berikut; perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah 
yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan 
tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada 
perintah Allah dan Khalifah. Dan yang terakhir adanya prinsip atas 
kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan 
kemiskinan. 
Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan 
tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini banyak 
diperbincangkan mengenai Islamic Social Reporting Index (selanjutnya 
disebut indeks ISR). Indeks ISR berisi kompilasi item-item standar CSR 
yang ditetapkan oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan lebih lanjut 
oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan 
oleh suatu entitas islam. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal 
dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif 
Islam. 
Program CSR yang dijalankan perusahaan perbankan syariah, 
beserta penghargaan CSR yang diperoleh perusahaan dan hasil penelitian 
PIRAC di atas menimbulkan pemikiran dan memotivasi penelitian ini 
untuk mengkaji mengenai pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) nilai 
perusahaan bank syariah di Indonesia dalam penerapan tanggung jawab 
sosial perusahaan (CSR). Sejalan dengan makin meningkatnya 
pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka makin meningkat pula 
keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah atau 
sesuai ajaran islam dan sebagai ummat islam harus mengerti tentang 
penggerak manajemen islam. 
Inti penggerak manajemen islami itu ialah iman. Boleh disebut 
iman itu sebagai indikator penggerak organisasi, sehingga gerak atau 
kiprah perusahaan itu akan selalu terkendali sesuai koridor iman itu. Itulah 
salah satu ciri utama manajemen islam itu. Artinya suatu kegiatan bisnis 
yang islami akan terus maju ke depan selama geraknya sesuai dengan iman 
yang dijadikannya dasar, dan dia akan selalu berada di atas iman itu 
(Baidan, 2014: 101)   
Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu: 
pengungkapan penuh (full disclosure) dan akuntabilitas sosial (social 
accountability). Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip 
pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik 
akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak 
untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal 
ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan 
kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
(Baydoun dan Willet, 1997). 
Menurut hafida dalam aldehita Teori legitimasi dalam penelitian ini 
mengimplikasikan bahwa tanggung jawab perusahaan dilakukan dengan 
harapan untuk mendapatkan pengakuan (legitimasi) masyarakat. 
Sedangkan teori stakeholder menyatakan stakeholder sebagai pengambil 
keputusan ummat muslim mengharapkan perusahaan mengungkapkan 
tanggung jawab sosial berbasis syariahnya, sehingga membuktikan 
perusahaan beroperasi sesuai hukum islam. Shariah enterprise theory 
menyatakan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah yang 
dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada umat manusia dan 
lingkungan alam (Hafida, 2012).  
Dalam pembahasan ini tidak cukup hanya melihat dari 
pengungkapan ISR saja, sebagaiman kita ketahui sebagai harapan 
masyarakat pada perusahaan untuk pengungkapan kegiatan sosialnya 
dalam bentuk ajaran islam, tetapi kita mencoba melihat dari sudut pandang 
yang berbeda, apakah pengungkapan dalam index ISR memiliki pengaruh 
pada nilai  perusahaan, sehingga pihak perusahaan dapat lebih semangat 
dalam peningkatan nilai sebuah perusahaannya.  
Dengan berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan 
penelitian tentang “Pengaruh Islamic Social Reporting terhadap Nilai 
Perusahaan Bank Syariah Di Indonesia. Apakah pengungkapan pelaporan 
kegiatan social dalam bentuk index ISR ini memiliki pengaruh pada nilai 
perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Berangkat dari pemikiran 
tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena masih 
adanya gap pada pengaruh pengungkapan ISR terhadap nilai perusahaan.   
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah 
yang dapat di identifikasi adalah: 
1. Adanya pengaruh pada pengungkapan ISR terhadap nilai perusahaan 
perbankan syariah di Indonesia. 
2. Keberadaan suatu perusaan dalam suatu ruang lingkup masyarakat 
sering kali tidak mengerti akan tanggung jawab sosial terhadap 
lingkungan setempat. Selain itu kemungkinan akan timbul 
kesalahpahaman anatra pihak perusaan dan masyarakat setempat. 
3. Adanya kelemahan dalam pelaporan bentuk tanggung jawab social 
perbankan syariah di Indonesia, dengan bentuk pelaporan index GRI 
yang seharusnya di muat dalam bentuk pelaporan ISR yang sesuai 
ajaran syariatislam. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Dengan memperhatikan luasnya permasalahan yang akan dibahas 
maka selayaknya diberikan suatu batasan masalah, sehingga mudah dalam 
pembahasannya dengan tidak mengurangi validitas penelitian. Dalam 
penelitian ini akan lebih terpusat pada: 
1. Penelitian ini membahas tentang pengungkapan ISR pada perusahaan 
perbankan syariah di Indonesia. 
2. Data yang digunakan adalah laporan tahunan (annual report) dari 
perusahaan perbankan syariah di Indonesia. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada pembatasan masalah yang ada, dirumuskan 
permasalahan-permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Apakah pengungkapan produk dan jasa (products and servive theme) 
dalam komponen Indekas ISR mempengaruhi nilai perusahaan? 
2. Apakah pengungkapan tenaga kerja (employees theme) dalam 
komponen Indeks ISR mempengaruhi nilai perusahaan? 
3. Apakah pengungkapan sosial (sosial theme) dalam komponen Indeks 
ISR mempengaruhi nilai perusahaan? 
4. Apakah pengungkapan lingkungan (environment theme) dalam 
komponen Indeks ISR mempengaruhi nilai perusahaan? 
5. Apakah pengungkapan tata kelola organisasi (corporate governance 
theme) dalam komponen Indeks ISR mempengaruhi nilai perusahaan? 
6. Apakah pengungkapan produk dan jasa, tenaga kerja, social, 
lingkungan dan tata kelola organisasi secara bersama-sama dalam ISR 
memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
  
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka dalam 
penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mrngetahui pengungkapan produk dan jasa (products and 
servive theme) dalam komponen Indekas ISR mempengaruhi nilai 
perusahaan 
2. Untuk mengetahui pengungkapan tenaga kerja (employees theme) 
dalam komponen Indeks ISR mempengaruhi nilai perusahaan. 
3. Untuk mengetahui pengungkapan sosial (sosial theme) dalam 
komponen Indeks ISR mempengaruhi nilai perusahaan. 
4. Utuk mengetahui pengungkapan lingkungan (environment theme) 
dalam komponen Indeks ISR mempengaruhi nilai perusahaan. 
5. Untuk mengetahui pengungkapan tata kelola organisasi (corporate 
governance theme) dalam komponen Indeks ISR mempengaruhi nilai 
perusahaan. 
6. Untuk mengetahui pengungkapan secara bersama-sama produk dan 
jasa, tenaga kerja, social, lingkungan dan tata kelola organisasi dalam 
index ISR memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian meliputi manfaat secara praktis dan manfaat 
secara teoritis. 
1. Manfaat secara praktis 
a. Hasil penelitian bermanfaat bagi bank syariah di Indonesia yang 
dapat memberikan pandangan dalam nilai perusahaan perusahaan 
bahwa pelaporan CSR dalam bentuk index ISR mempunyai peran 
penting untuk pengembangan nilai perusahaan.  
b. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yaitu memberikan 
gambaran bahwa kegiatan sosial perusahaan perbankan dapat 
menjadi sebuah lembaga keuangan yang memikirkan tanggung 
jawab sosial dan menyampaikannya dalam bentuk Islamic Social 
Reporting (ISR), yang sesuai ajaran islam. 
c. Hasil penelitian ini bermanfaat menjadi suatu masukan dan 
perbaikan dari penelitian sebelumnya agar mampu dijadikan bahan 
evaluasi atau rekomendasi bagi perusahaan agar dapat menjalankan 
aktivitas ISRnya secara lebih baik dan lebih berhasil dan 
bermanfaat bagi semua pihak. 
2. Manfaat secara teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat dipakai sebagai 
pertimbangan strategis bagi pembaca, khususnya bagi rekan-rekan 
yang masih penasaran terhadap kegiatan sosial perusahaan 
perbankan syariah. 
b. Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, yaitu dapat memberikan 
informasi dan pengetahuan dalam pengembangan penelitian 
selanjutnya. 
c. Bagi Penelitian Yang Akan Datang 
Dapat membantu memberikan referensi bagi kemungkinan 
mengadakan penelitian lebih lanjut dan menambahkan fariabel lain 
yang mendukung. 
 
BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Nilai Perusahaan 
Samuel dalam Cecilia (2015) menjelaskan bahwa firm value (nilai 
perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan 
indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan 
Wahyudi dalam Cecilia (2015) menyebutkan bahwa nilai perusahaan 
merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai 
perusahaan tersebut dijual. 
Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan 
yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham 
(Rika dalam Rahayu, 2013). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi 
pula nilai perusahaan.Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para 
pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan 
pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan 
dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan 
dari  keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset. 
Menurut Vinola dalam Rahayu (2013) salah satu alternatif yang 
digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan 
Tobin’s q. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin tahun 
1967.Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan 
estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari 
setiap dolar investasi inkremental. Jika Tobin’s Q di atas satu, ini 
menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang 
memberikan yang lebih tinggi faripada pengeluaran investasi, hal ini akan 
merangsang investasi baru. Jika Tobin’s Q di bawah satu investasi dalam 
aktiva tidaklah menarik.Jadi Tobin’s Q merupakan ukuran yang lebih teliti 
tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya 
ekonomis dalam kekuasaannya. 
Nilai perusahaan pada dasarnya di ukur dari beberapa aspek salah 
satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham 
mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki 
(Pawestri dalam Rahayu, 2013). 
Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai 
pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi 
manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di 
masa lampau dan prospeknya di masa depan. Ada beberapa rasio untuk 
mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. Rasio ini di 
nilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q 
memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan, tidak 
hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang 
dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan memasukkan 
seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu 
tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk 
kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya 
dari ekuitas saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur 
(Sukamulia dalam Rahayu, 2013). 
B. Bank Syariah 
Bank islam atau selanjutnya disebut dengan Bank syariah, adalah 
bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam 
atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau 
perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan 
Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank islam adalah 
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 
jasa-jas lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 
2011). 
1. Perkembangan Bank syariah 
Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 
adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya 
agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, 
perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode 
tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank syariah, maka pada tahun 2005, 
jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 
bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank 
perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah 
menjadi 88 buah (A. Karim, 2014). 
 
Perkembangan sector perbankan yang terlalu cepat tidak sertai 
infrastuktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang sempurnah, arah 
kegiatan usaha, dan ketersediaan sumber daya manusia yang professional 
dapat menimbulkan masalah perbankan. Bank bagi pemilik lebih berfungsi 
sebagai fasilitator mobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan 
usahanya. Pembajakan karyawan perbankan menjadi lebih cepat untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga professional. Promosi yang telalu cepat 
menjadi proses pematangan karyawan yang tidak sebanding dengan 
pengalaman, kemampuan, keterampilan. Sebagai imbalannya, para pemilik 
bank menuntut prestasi kerja yang tinggi untuk memberikan keuntungan 
atas biaya besar yang telah dikeluarkannya.Hal ini menimbulkan tekanan 
kerja yang tinggi bagi karyawan perbankan sehingga sikap agresif dan 
terburu-buru yang cenderung mengabaikan aspek ketelitian dan kehati-
hatian (Muhammad, 2011). 
Perkembangan bank syariah ini tentunya harus didukung oleh 
sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitasnya.Namun, realitas yang ada menunjukan bahwa masih banyak 
sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak 
memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic 
Banking.Tentunya kondisi ini cukup signifikan memengaruhi 
produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.Inilah 
yang mamang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni 
mencetak sumberdaya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah 
di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila 
tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula (Adiwarman, 
2014). 
Dengan adanya tuntutan bagi setiap bank syariah di Indonesia 
maka dapandang perlu dalam meningkatkan kualiatas karyawan, agar 
perbankan syariah kedepan dapat tumbuh lebih baik lagi dengan didukung 
dari sistem yang sesuai ajaran syariat islam dan memiliki karyawan yang 
disiplin ilmunya sesuai pada tempat mereka bekerja dan mampu 
mengamalkan sistem ekonomi syariah. 
Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan 
merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga 
keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang 
terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pulah dalam menghadapi 
nasabah, ahlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw, mengatakan bahwa 
senyum adalah sedekah (Antonio, 2001).  
Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang 
sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan 
shiddiq, harus melandasi setiap kariawan sehingga tercermin integritas 
eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus 
skillful dan professional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara 
team-work di mana informasi merata di seluru fungsional organisasi 
(tablig) (Antonio, 2001: 34). 
Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah 
di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas 
sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tidak menutup 
kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional bahkan pihak 
asing sekalipun untuk membuka cabang syari’ahnya di Indonesia. Dengan 
terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi 
keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan 
kerjasama di antara bank-bank syari’ah (Muhammad, 2011: 21). 
Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang 
di masyarakat.Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 
mendirikan bank berdasarkan prinsip Bank syariah, termasuk juga 
kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya 
berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syari’ah. Selain itu 
dibolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka 
kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi 
kantor cabang khusus syari’ah dengan persyaratan yang tentunya melarang 
pada percampuran modal kerja dan akuntansinya (Muhammad, 2011). 
Sejauh ini kita membahas perkembangan bank syariah, dari 
penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa ajaran islam telah 
menjelaskan cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, 
maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang lepas dari ajaran 
islam, termasuk ekonomi dan lingkungan social. 
Menurut Antonio syariah islam sebagai suatu syariah yang dibawa 
oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja 
menyeluruh atau konfrehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini 
diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang akan datang 
menyempurnahkannya. 
Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek 
kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah 
diperlukan untuk nmenjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia 
dengan khaliq-nya.Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan 
secara kontinu tugas manusia sebagai khalifa-Nya di muka bumi ini. 
Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan 
main manusia dalam kehidupan sosial (Antonio, 2001: 4) 
2. CSR dan Corporate GovernancePada Bank Syariah 
Implementasi CSR juga merupakan bagian integral bagi 
perusahaan dalam menerapkan good corporate governance(GCG) tidak 
terkecuali pada industri perbankan syariah. Di Indonesia, implementasi 
GCG diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Khusus pada perbankan syariah, diatur dalam pasal 34 Undang-
Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tepatnya pada pasal 
4 yakni, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan 
menyalurkan dana masyarakat, Bank Umum syariah (BUS) dan Unit usaha 
syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga bait 
al-mal,yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, 
atau dana social lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola 
zakat. Artinya, fungsi social bank syariah tersebut sejalan dengan teori 
corporate social responsibility agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk 
kepentingan pera pemegang saham (shareholders), tetapi juga untuk 
kemaslahatan pihak stakeholders bank syariah (Syukron, 2015). 
GCG adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan 
institusi yang memmengaruhi pengarahaan, pengelolaan, serta 
pengontrolan suatu perusahaan korporasi. Tata kelola perusahaan juga 
mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (stakeholder) yang 
terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.Pihak-pihak utama dalam tata 
kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. 
Pemangku kepentingan lain yang termasuk di dalamnya antara lain 
karyawan, pemasok, pelanggan, bank, regulator, lingkungan, serta 
masyarakat luas (Untung, 2014). 
Menurut Handrie dan Dwi retno dalam Ali, mangemukakan  
pelaksanaan CSR pada perbankan syariah bukan hanya sekedar 
pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral semata, tetapi juga sebagai 
strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka 
panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak 
biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan 
melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-
hak dari semua stakeholders berdasarkan kewajaran, martabat dan 
keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar 
bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. 
Seperti pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial 
korporasi (CSR) juga luas, sebagai konsep dialegtik.Dalam istilah yang 
paling umum, CSR berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat.Premis dasarnya adalah bahwa manajer korporasi memiliki 
kewajiban etis untuk mempertimbangkan dan menjawab kebutuhan 
masyarakat, bukan hanya bertindak semata-mata demi kepentingan 
pemegang saham atau kepentingan diri mereka. Dalam banyak hal, CSR 
dapat di anggap menimbulkan perdebatan  dan bukan apakah manajer 
korporasi memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan  
masyarakat, tetapi sejauh mana mereka peduli dalam mempertimbangkan 
kebutuhan masyarakat sekitarnya (Untung, 2014: 36). 
 
C. Corporate Social Responsibility 
1. Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) 
Wacana mengenai isu CSR kini telah menjadi isu sentral.CSR 
yangmerupakan tanggung jawab sosial perusahaan pada awalnya 
diimplementasikan hanya sebatas karikatif (charity). Pada tahun 1980-
an semakin banyak perusahaan yang menggeser konsep CSR ke arah 
pengembangan masyarakat (community development) yang pada 
awalnya hanya sebagai sumbangan perusahaan yang dianggap sebagai 
beban. 
Pada tahun 1997, terdapat suatu keluaran yang cukup 
berpengaruh dalam konteks CSR yang dikemukakan oleh John 
Elkington dalam Wibosono mengemukakan konsep “3P” yaitu profit, 
people dan planet.Dalam konsep 3P terdapat makna yang terkandung 
bahwa perusahaan sebaiknya tidak hanya memburu 
keuntungan(profit), tetapi juga harus memberikan kontribusi positif 
kepada masyarakat(people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian 
lingkungan (planet) (Wibisono, 2007: 45). 
Pada konsep3P inil yang kemudian diimplementasikan oleh 
berbagai perusahaan dan dicantumkan pula dalam agenda-agenda 
perusahaan dalam upaya melakukan tanggung jawab sosialnya agar 
terjadi keseimbangan antara pihak perusahaan, masyarakat dan 
lingkungan tempat dimana perusahaan tersebut menjalankan usaha 
atau bisnisnya. 
Sebuah bisnis akan mampu bertahan dan maju apabila dapat 
menjawab semua kesulitan dan tantangan yang ada. Untuk itu, bisnis 
tersebut harus  menetapkan titik keseimbangan optimum antara factor 
social, lingkungan, ekonomi sehingga kinerja dan keuntungan jangka 
pendek maupun jangka panjangnya dapat tercapai. Hal ini berarti tata 
kelola perusahaan yang baik dan kegiatan CSR harus tertanan dalam 
budaya perusahaan, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan 
strategi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Untuk 
mencapainya, dan untuk nmenjamin keberlanjutan laba dan 
pertumbuhan, bisnis juga harus mengadopsi nilai, prinsip, strategi, dan 
kebiasaan yang sesuai yang kemudian diterapkan secara konsisten 
(Urip, 2014: 9) 
2. Pengertian CSR 
Definisi CSR telah banyak dikemukakan oleh berbagai pihak 
atau instansi, salah satunya yaitu definisi yang diungkapkan oleh The 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
sebuah lembaga internasional yang berdiri tahun 1995.Dalam lembaga 
tersebut, CSR didefinisikan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus 
menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan 
berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan 
peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus 
juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas 
(Wibisono, 2007: 6). 
Definisi lainnya dikemukakan oleh World Bankyang 
memandang sebagai komitmen dunia usaha yang mengkontribusikan 
keberlanjutan usaha pembangunan ekonomi melalui peningkatan 
kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas untuk 
meningkatkan kualitas hidup demi kemajuan bisnis maupun kemajuan 
pembangunan (Wibisono, 2007: 7). 
Menurut Sukada, dkk dalam buku etika bisnis Islami (2007) 
CSR merupakan segala upaya manajemen yang dijalankan entitas 
bisnis untuk mencapai tujuan pembangun berkelanjutan berdasar 
keseimbangan pilar ekonomi,sosial,dan lingkungan,dengan 
meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif 
disetiap pilar (Sukada dkk, 2006: 201). 
Dalam versi Indonesia, secara etimologis CSR diartikan 
sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab sosial 
korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usaha. CSR memiliki 
kaitan dengan konsep pembangunan berkelajutan yang didefinisikan 
sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan 
masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang 
untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak istilah pembangunan 
berkelanjutan mulai populer,banyak dilakukan konferensi yang 
menunjukkan kepedulian masyarakat dunia akibat kecenderungan 
semakin menurunnya kualitas lingkungan.Konferensi tersebut yaitu 
konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, yang 
menghasilkan resolusi monumental dengan membentuk badan khusus 
di PBB untuk masalah lingkungan. Dengan latar belakang yang sama, 
dilakukan pula KTT Bumi di Rio de Janeiro yang menghasilkan tiga 
dokumen hukum terikat (legally binding) dan tiga dokumen yang 
secara hukum tidak mengikat (nonlegallybinding)(Sukada, dkk, 2006: 
207). 
 
 
 
 3. Prinsip CSR 
Selain definisi, CSR juga memiliki prinsip-prinsip yang 
dirumuskan oleh sejumlah institusi international. Adapun prinsip-
prinsip CSR yaitu:(Bafroen, dkk, 2007: 189) 
1) Prioritas korporat; mengakui tanggung jawab sosial sebagai 
prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan 
berkelanjutan. 
2) Manajemen terpadu; mengintegrasikan kebijakan, program dan 
praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai suatu unsur 
manajeman. 
3) Proses perbaikan; secara bersinambungan memperbaiki 
kebijakan, program dan kinerja sosial korporat. 
4) Pendidikan karyawan; menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan serta memotivasi karyawan. 
5) Pengkajian; melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai 
kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau 
meninggalkan lokasi pabrik. 
6) Produk dan jasa; mengembangkan produk dan jasa yang tak 
berdampak negatif secara sosial. 
7) Informasi publik; memberi informasi yang diperlukan. 
8) Fasilitas dan operasi; mengembangkan, merancang dan 
mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang 
mempertimbangkan temuan kajian  dampak sosial. 
9) Penelitian; melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial 
untuk mengurangi dampak negatif. 
10) Prinsip pencegahan; memodifikasi manufaktur, pemasaran atau 
penggunaan produk atau jasa sejalan dengan penelitian mutakhir 
untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. 
11) Kontraktor dan pemasok; mendorong penggunaan prinsip-prinsip 
tangung jawab sosial korporat yang dijalankan. 
12) Siaga menghadapi darurat; menyusun dan merumuskan rencana 
menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya 
bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang 
dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang 
muncul. 
13) Transfer best practice; berkontribusi pada pengembangan dan 
transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada 
semua industri dan sektor publik. 
14) Memberi sumbangan; untuk usaha bersama, pengembangan 
kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas 
departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan 
meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. 
15) Keterbukaan; menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog 
dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon 
terhadap potencialhazard, dan dampak operasi, produk, limbah 
atau jasa. 
16) Pencapaian dan pelaporan; mengevaluasi kinerja sosial, 
melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji 
pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan 
perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada 
dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan public. 
 
4. Penerapan CSR dan Ruang lingkup penerapannya 
Prinsip-prinsip CSR tersebut dapat diterapkan dengan 
menggunakan strategi yang terdapat pada perusahaan yang 
menjalankan CSR.Strategi yang digunakan oleh setiap perusahaan 
dalam menjalankan CSR dapat berbeda-berbeda terkait dengan 
kebijakan yang ada pada perusahaan. Menurut Widyahartono, agar 
mencapai suatu tujuan yang tepat maka beberapa langkah strategis 
perlu diresapi sebagai panduan untuk dikerjakan dengan time line 
(jadwal waktu yang tegas) oleh masing-masing kelompok bisnis 
secara sektoral. 
Langkah-langkah srategis tersebut yaitu: 
1) Ada komitmen dari puncak ke bawah, dalam arti perilaku 
bertanggungjawab dalam setiap area bisnisnya. Hal ini 
berat,karena menuntut kesadaran diri yang mendalam. 
2) Pimpinan perusahaan harus secara terbuka membangun 
kemitraan dengan para stakeholders. 
3) Informasi tentang cost benefitCSR perlu dijabarkan dengan tutur 
kata yang menarik dan kredibel, sesuai daya tangkap mitra yang 
diajak berdialog secara reguler. 
4) Dalam menyampaikan informasi, sampaikan apa yang menjadi 
citra organisasi secara visual atau tertulis yang gamblang, dan 
bukan membohongi. 
5) Komitmen termasuk memvisualisasikan "merek atau logo" 
(brand or logo) yang komunikatif dan bernada kebenaran dan 
yang menarik memantapkan citra dan termasuk meningkatnya 
laba (return on investment). 
CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan memiliki 
lingkup dalam penerapannya. Adapun lingkup penerapan CSR 
menurut gagasan dari Prince of Wales International Forum terdiri 
dari lima pilar, Pertama, upaya perusahaan untuk menggalang 
dukungan SDM, baik internal (karyawan) maupun eksternal 
(masyarakat sekitar) dengan cara melakukan pengembangan dan 
memberikan kesejahteraan kepada mereka. Kedua, memberdayakan 
ekonomi komunitas.Ketiga, menjaga harmonisasi dengan masyarakat 
sekitar agar tidak terjadi konflik.Keempat, mengimplementasikan 
tata kelola yang baik. Kelima, memperhatikan kelestarian 
lingkungan (Wibisono: 145). 
Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan memiliki 
beberapa faktor Faktor-faktor tersebut yaitu komitmen 
kepemimpinan dalam perusahaan yang tanggap akan masalah sosial, 
ukuran dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem 
perpajakan yang diatur pemerintah(Beekum, 2004: 87). 
Terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, 
maka dapat ditunjukkan bahwa semakin besar insentif pajak yang 
diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada 
perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat, demikian juga 
sebaliknya.  
Selain faktor-faktor tersebut, menurut Rafika perusahaan juga 
memiliki berbagai cara dalam memandang CSR atau dapat dikatakan 
pula sebagai alasan perusahaan dalam melaksanakan CSR.Beberapa 
cara perusahaan dalam memandang CSR yaitu: 
1) Sekedar basa basi atau keterpaksaan, dimana perusahaan 
mempraktekan CSR hanya karena faktor eksternal (external 
driven), environmental driven (karena terjadi masalah 
lingkungan), serta reputation driven (karena ingin mendongkrak 
citra perusahaan). 
2) Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance), 
dimana CSR yang dilakukan karena terdapat regulasi, hukum, 
dan aturan yang memaksanya. 
3) CSR diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari 
dalam (internal driven), perusahaan telah menyadari bahwa 
tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk 
menciptakanprofit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan 
juga tanggung jawabsosial dan lingkungan. Selain ketiga cara 
pandang perusahaan terhadap CSR, terdapat paradigmCSR yang 
dinyatakan telah mengalami pergeseran.  
Dalam tiga fase paradigma bahwa sejumlah perusahaan 
memiliki reaksi positif terhadap musibah-musibah yang terjadi 
dengan memperbaiki hubungan yang buruk dengan masyarakat. 
sebagian besar program yang dilakukan perusahaan ekstraktif 
(perusahaan yang menanfaatkan kekayaan alam dalam kegiatan 
operasinya) dalam hubungannya dengan masyarakat di negara-
negara berkembang masih berada pada fase 1 atau paling jauh pada 
fase 2. Akan tetapi dapat diakui pula bahwa terdapat perusahaan di 
Indonesia yang telah berada pada fase 3. Semakin besar suatu 
perusahaan dan semakin besar munculnya dampak dari kegiatan 
operasi perusahaan, maka semakin kuat pula tuntutan perusahaan 
untuk melakukan tanggung jawab sosialnya (CSR) terutama kepada 
pihak-pihak yang terkena dampak secara langsung (Beekum: 25).  
Berdasarkan program yang diselenggarakan oleh perusahaan 
dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya, maka terdapat tiga 
kategori bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yakni antara lain; 
1)Public relations; usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada 
komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Usaha 
ini lebih mengarah pada menjalin hubungan baik antara perusahaan 
dengankomunitas, khususnya menanamkan sebuah persepsi yang 
baik tentang perusahaan (brand image) kepada komunitas. Kegiatan 
yang dilakukan biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait 
sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang 
bersangkutan. 2) Strategi defensif; usaha yang dilakukan perusahaan 
guna menangkis anggapan negatif komunitas luas yang sudah 
tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap karyawannya, dan 
biasanya untuk melawan serangan` negatif dari anggapan komunitas 
atau komunitas yang sudah telanjur berkembang. Kegiatan ini 
biasanya dilakukan dengan sasaran yang berbeda dengan anggapan 
yang telah berkembang atau bertolak belakang dengan persepsi-
persepsi yang ada di komunitas pada umumnya. 3) Keinginan tulus 
untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari 
visi perusahaan itu; melakukan program untuk kebutuhan komunitas 
atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang 
berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan 
dalam konteks ini adalah samasekali tidak mengambil suatu 
keuntungan secara materil tetapi berusaha untuk menanamkan kesan 
baik terhadap komunitas berkaitan dengan kegiatan perusahaan 
(Beekum: 27). 
Pengenalan terhadap konsep lingkungan organisasi 
perusahaan yang berkembang sejalan dengan berkembangnya 
pendekatan sistem dalam manajemen, telah mengubah cara pandang 
manajer dan para ahli teori manajemen terhadap organisasi, terutama 
mengenai bagaimana suatu organisasi perusahaan dapat mencapai 
tujuannya secara efektif. Terjadinya pergeseran orientasi di dalam 
dunia bisnis dari shareholders kepada stakeholderstelah disebut 
sebagai penyebab munculnya isu tanggung jawab sosial 
perusahaan.Stakeholdersmerupakan orang atau kelompok orang 
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai 
keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.Stakeholders 
dibagi dalam dua kategori, yaitu:  
a. Inside stakeholders 
Terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan 
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam 
organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam 
kategori inside stakeholders adalah pemegang saham 
(stockholders), manajer, dan karyawan. 
b. Outside stakeholders  
Terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan 
pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan 
pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan 
terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta 
tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang 
termasuk dalam kategori outside stakeholdersadalah pelanggan 
(customers), pemasok (supplier), pemerintah, masyarakat lokal, 
danmasyarakat secara umum. 
Teori stakeholder memberikan suatu pandangan perusahaan 
sebagai suat nexus of contract (kumpulan kontrak-kontrak) dengan 
memasukkan investor dan non-investor sebagai stakeholder 
perusahaan.Teori stakeholder itu dimulai dengan asumsi nilai (value) 
secara eksplisit dan tidak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan 
usaha. Menekankan pentingnya pengelola perusahaan untuk 
menyeimbangkan berbagai klaim yang bertentangan dari para 
pemangku kepentingan terhadap aktivitas yang dilakukan 
perusahaan. Peran yang dapat dilakukan pemangku kepentingan 
dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh manajer 
perusahaan.  
Pendapat ini mengemukakan bahwa teori stakeholder 
mengasumsikan bahwa eksistensi suatu perusahaan memerlukan 
dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan harus 
mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder.Semakin kuat 
stakeholder, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan 
stakeholder. Pengungkapan sosial kemudian dipandang sebagai 
dialog antara perusahaan dengan stakeholder. Pendekatan 
stakeholder, membuat organisasi memilih untuk menanggapi banyak 
tuntutan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan 
(stakeholder), yaitu setiap kelompok dalam lingkungan luar 
organisasi yang terkena tindakan dan keputusan organisasi. 
(Beekum, hal.65)  
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu 
berdampak pada para stakeholders seperti karyawan, pemasok, 
investor, pemerintah, konsumen, serta masyarakat dan kegiatan-
kegiatan tersebut menjadi perhatian dan minat dari para 
stakeholders, terutama para investor dan calon investor sebagai 
pemilik (calon) dan penanam (calon) modal perusahaan. Oleh 
karenanya, perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan 
sebagai informasi kepada para stakeholders. 
Laporan yang wajib diungkapkan oleh perusahaan setidaknya 
meliputi satu set laporan keuangan. Tetapi, perusahaan diijinkan 
untuk mengungkapkan laporan tambahan, yaitu laporan yang berisi 
lebih dari sekedar laporan keuangan, misalnya laporan tahunan 
tentang aktivitas CSR perusahaan ataupun laporan mengenai 
penerapan GCG (Good Corporate Governance) pada perusahaan. 
Tujuan dari laporan tambahan ini adalah untuk menyediakan 
informasi tambahan mengenai kegiatan perusahaan sekaligus sebagai 
sarana untu memberikan tanda (signal) kepada para stakeholders 
mengenai hal-hal lain, misalnya memberikan tanda (signal) tentang 
kepedulian perusahaan terhadap wilayah sekitarnya, atau tanda 
bahwa perusahaan tidak hanya menyediakaninformasi berdasarkan 
ketentuan peraturan tetapi menyediakan informasi yang lebih bagi 
para stakeholders. Tanda-tanda (signals) ini diharapkan dapat 
diterima secara positif oleh pasar sehingga mampu mempengaruhi 
kinerja pasar perusahaan yang tercermin dalam harga pasar saham 
perusahaan.  
Menurut Prasetyaningrum teori sinyal (signaling theory) 
menjelaskan mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk 
memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal.Dorongan 
perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat 
asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar 
(investor). 
Menurut Morris dalam Prasetyaningrum, asimetri informasi 
dapat terjadi apabila salah satu pihak memiliki sinyal informasi yang 
lebih lengkap dari pihak lain. Asimetri informasi terjadi jika 
manajemen tidak menyampaikan semua informasi yang diperoleh 
secara penuh sehingga mempengaruhi nilai perusahaan yang 
terefleksi pada perubahan harga saham karena pasar akan merespon 
informasi yang ada sebagai sinyal. Menekankan bahwa perusahaan 
pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya. 
Jika perusahaan gagal dalam menyajikan informasi yang lebih, maka 
para stakeholders hanya akan menilai perusahaan sebagai 
perusahaan rata-rata sama dengan perusahaan-perusahaan yang tidak 
mengungkapkan laporan tambahan.  
Hal ini memberikan motivasi bagi perusahaan-perusahaan 
untuk mengungkapkan, melalui laporan keuangan, bahwa mereka 
lebih baik dari pada perusahaan yang tidak melakukan 
pengungkapan. Dengan demikian, signalingtheory menekankan 
bahwa perusahaan akan cenderung menyajikan informasi yang lebih 
lengkap untuk memperoleh reputasi yang lebih baik dibandingkan 
perusahaan-perusahaan yang tidak mengungkapkan, yang pada 
akhirnya akan menarik investor.  
Menurut Ross dalam Pramastuti menyatakan bahwa salah 
satu informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat 
digunakan sebagai tanda (signal) adalah kebijakan dividen 
perusahaan. Terdapat 3 syarat yang perlu diperhatikan dalam 
mengoptimalkan kebijakan dividen sebagai sinyal, yaitu:  
1) Manajemen harus memiliki insentif yang sesuai untuk 
mengirimkan sinyal yang jujur, meskipun beritanya buruk. 
2) Sinyal dari perusahaan yang sukses tidakmudah diikuti oleh 
pesaingnya yaitu perusahaan yang kurang sukses. 
3) Sinyal itu harus memiliki hubungan yang cukup berarti dengan 
kejadian yang diamati  (misalnya pembagian deviden yang tinggi 
pada masa sekarang akan dihubungkan dengan arus kas yang 
tinggi pula di masa mendatang). Informasi yang disampaikan oleh 
pasar atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal 
yang dapat bermakna positif atau negatif, tergantung preferensi 
atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat dalam konteks sinyal 
dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal 
merupakan biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) 
yang diharapkan oleh perusahaan.  
Salah satu corporate action yang merupakan informasi 
sekaligus tanda (signal) adalah perusahaan yang mengumumkan 
aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang 
bersangkutan.Perusahaan yang sudah menerapkan  kebijakan formal 
berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi pasar. Namun jika 
dihubungkan dengan apa yang dijalankan saat ini dengan reputasi 
perusahaan di masa lampau yang seperti perusakan lingkungan 
(Newmont di Minahasa,, Freeport di Papua, dan Shell di Nigeria), 
eksploitasi buruh (Nike, GAP), melakukan suap untuk mendapatkan 
proyek, dan melakukan rekayasa keuangan, maka program CSR ini 
hanya menjadi alat untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui 
mempertahankan sahamnya. 
Begitu juga dengan sinyal bahwa CSR adalah budi pekerti 
korporat. Jika budi pekertinya tidak baik, maka masyarakat akan 
melihat budi pekerti korporat juga tidak baik. Pencitraan sebagai 
perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan sebuah 
metode untuk mentransfer rival costs yang harus dikeluarkan 
perusahaan untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. 
 
5. Tahap Penerapan CSR 
Adapun tahap-tahap dalam penerapan CSR yang dilakukan oleh 
perusahaan pada umumnya yaitu: 
1. Tahap perencanaan.  
Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama yaitu Awareness 
Building, CSR Assesment, dan CSR Manual Building. 
a) Awareness building merupakan langkah awal untuk 
membangun kesadaran perusahaan mengenai arti penting CSR 
dan komitmen manajemen. 
b) CSR Assesment merupakan upaya untuk memetakan kondisi 
perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu 
mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang 
tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif 
bagi penerapan CSR secara efektif. 
c) Pada tahap membangun CSR manual, perencanaan merupakan 
inti dalam memberikan petunjuk pelaksanaan CSR bagi 
konsumen perusahaan(Beekum: 29). 
Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan 
keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan 
sehingga tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif 
dan efisien. 
2. Tahap implementasi 
Pada tahap ini terdapat beberapa poin yang harus 
diperhatikan seperti pengorganisasian, penyusunan untuk 
menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas, pengarahan, 
pengawasan, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, serta 
penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.Tahap 
implementasi terdiri dari tiga langkah utama yaitu sosialisasi, 
pelaksanaan dan internalisasi.Sosialisasi dilakukan untuk 
memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai 
aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai 
pedoman penerapan CSR (Beekum: 31) 
Menurut Wibisono tujuan utama sosialisasi adalah agar 
program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan 
penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam 
perjalanannya tidak ada kendala serius yang dialami oleh unit 
penyelenggara.Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya 
harus sejalan dengan roadmap yang telah disusun. Internalisasi 
mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam 
seluruh proses bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem 
manajemen kinerja, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis 
lainnya. Melalui upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR 
bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, 
bukan lagi sebagai upaya untuk compliance, tapi sudah beyond 
compliance. 
 
 
3. Tahap evaluasi 
Tahap ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke 
waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan 
CSR.Evaluasi dapat berguna untuk mengetahui kegagalan dan 
keberhasilan suatu program dan dapat pula dilakukan untuk 
pengambilan keputusan. Evaluasi dapat dilakukan dengan meminta 
pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktik 
CSR yang dilakukan. 
4. Pelaporan 
Pelaporan perlu dilakukan untuk membangun sistem 
informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan 
maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan 
mengenai perusahaan. 
Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan memiliki 
beberapa factor, Faktor-faktor tersebut yaitu komitmen 
kepemimpinan dalam perusahaan yang tanggap akan masalah 
sosial, ukuran dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan 
sistem perpajakan yang diatur pemerintah. 
Terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, 
maka dapat  ditunjukkan bahwa semakin besar insentif pajak yang 
diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada 
perusahaan untuk berkontribusi kepada  masyarakat, demikian juga 
sebaliknya. Selain faktor-faktor tersebut, perusahaan juga memiliki 
berbagai cara dalam memandang CSR atau dapat dikatakan pula 
sebagai alasan perusahaan dalam melaksanakan CSR. Beberapa 
cara perusahaan dalam memandang CSR yaitu : 
a) Sekedar basa basi atau keterpaksaan, dimana perusahaan 
mempraktekan CSR hanya karena faktor eksternal (karena 
terjadi masalah lingkungan), serta  reputation driven (karena 
ingin mendongkrak citra perusahaan). 
b) Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance), 
dimana CSR yang dilakukan karena terdapat regulasi, hukum, 
dan aturan yang memaksanya. 
c) CSR diimplementasikan karena adanya dorongan yang tulus 
daridalam (internal driven), perusahaan telah menyadari 
bahwa tanggung jawabnya bukan lagi sekedar kegiatan 
ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan 
bisnisnya, melainkan juga tanggung jawab sosial dan 
lingkungan (Beekum: 55) 
Menurut Sukada, dkk sebagian besar program yang dilakukan 
perusahaan ekstraktif (perusahaan yang menanfaatkan kekayaan 
alam dalam kegiatan operasinya) dalam hubungannya dengan 
masyarakat di negara-negara berkembang masih berada pada fase 1 
atau paling jauh pada fase 2. Akan tetapi dapat diakui pula bahwa 
terdapat perusahaan di Indonesia yang telah berada pada fase 
3.Semakin besar suatu perusahaan dan semakin besar munculnya 
dampak dari kegiatan operasi perusahaan, maka semakin kuat pula 
tuntutan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya 
(CSR) terutama kepada pihak-pihak yang terkena dampak secara 
langsung. 
Berdasarkan program yang diselenggarakan oleh perusahaan 
dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya, maka terdapat tiga 
kategori bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: 
a. Public relations 
Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas 
tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.Usaha ini lebih 
mengarah pada menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan 
komunitas, khususnya menanamkan sebuah persepsi yang baik 
tentang perusahaan (brand image) kepada komunitas. Kegiatan 
yang dilakukan biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait 
sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang 
bersangkutan. 
b. Strategi defensif 
Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan 
negatif komunitas luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan 
perusahaan terhadap karyawannya, dan biasanya untuk melawan 
serangan` negatif dari anggapan komunitas atau komunitas yang 
sudah  telanjur berkembang. Kegiatan ini biasanya dilakukan 
dengan sasaran yang berbeda dengan anggapan yang telah 
berkembang atau bertolak belakang dengan persepsi-persepsi yang 
ada di komunitas pada umumnya.(Sukada,dkk. 2007). 
 
6. Keuntungan perusahaan dalam penerapan CSR 
Dibalik semua faktor yang mempengaruhi, tentunya perusahaan 
menginginkan perolehan keuntungan sebagai hasil dari penerapan 
CSR. Adapun benefits dan drivers tersebut yaitu: 
a. Mempengaruhi dan mendongkrak reputasi dan brand image 
perusahaan. Dengan kontribusi yang positif, maka pasti reputasi 
dan image positif perusahaan akan meningkat. 
b. Layak mendapat social license to operate. Program CSR 
diharapkan akan menjadi bagian dari asuransi sosial yang akan 
menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat 
terhadap eksistensi perusahaan. 
c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan dengan melakukan langkah 
antisipatif dan preventif. 
d. Melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam 
pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan 
yang dapat membantu untuk melancarkan jalan menuju sumber 
daya yang diperlukan perusahaan. 
e. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan 
untuk program CSR dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju 
peluang pasar yang terbuka lebar, termasuk di dalamnya akan 
memupuk loyalitas konsumen dan membentuk pangsa pasar baru. 
f. Mereduksi biaya. Terdapat beberapa contoh yang dapat 
menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari 
penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari 
penerapan program tanggung jawab sosialnya. Salah satu 
contohnya yaitu upaya untuk mereduksi limbah dengan proses daur 
ulang ke dalam siklus produksi. 
g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Memperbaiki 
hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program 
CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban 
pemerintah sebagai regulator. 
h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 
Kesejahteraan yang diberikan pelaku CSR umumnya sudah jauh 
melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada 
perusahaan, sehingga wajar apabila karyawan menjadi terpacu 
untuk meningkatkan kinerjanya. 
i. Peluang mendapatkan penghargaan. Perusahaan yang menerapkan 
program CSR akan mendapatkan penghargaan dari lingkungan 
sosial masyarakat (Wibisono: 208). 
 
7. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) 
Undang-undang tentang CSR di indonesia tertuang dalam UU 
PT No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yaitu perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan 
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social (CSR) 
dan lingkungannya, pereseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No.25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa 
”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab 
sosial perusahaan.”Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi 
secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang 
mengabaikan CSR pasal 16 ayat d mengatakan setiap penanaman 
modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.Artinya 
perusahaan penanaman modal berkewajiban memprogramkan 
kegiatan CSR sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan 
aktivitas perusahaan karena adanya hubungan yang serasi dan saling 
ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat.(Pasal 34), UU ini 
baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara 
tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional. 
Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang 
mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. 
Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL).Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa 
selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan 
bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, 
koperasi dan masyarakat. 
Dengan dasar-dasar hukum mengenai CSR maka parusahaan 
tidak bisa memandang sebelah mata tentang tanggung jawabnya 
dalam pengembangan masyarakat, selain kedaan masyarakat indonesia 
yang miskin dan tidak secara cepat dapat ditanggulangi oleh 
pemerintah, maka perusahaan yang hasil produksinya digunakan oleh 
masyarakat, harus memberikan kontribusi dalam kesejahteraan 
masyarakat karena walaupun perusahaan sudah membayar 
kewajibanya dalam bentuk membayar pajak, tidak jarang aliran dana 
yang dihasilkan dari pajak tidak langsung diterima oleh masyarakat 
miskin, maka dari itu perusahaan dirasa perlu mengembangkan 
tanggung jawab sosialnya dalam membantu masyarakat.  
Selain itu masyarakat saat ini sudah mengetahui berbagai 
informasi dan kritis terhadap hal-hal yang terjadi, maka dari itu 
masyarakat saat ini lebih cerdas, kritis dan fariatif dalam memilih 
barang yang akan dibelinya, meraka akan memperhatikan image yang 
diciptakan oleh perusahaan tersebut, misalnya apakah perusahaan 
telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, apakah keberadaan perusahaan tidak menjadi bencana di 
tengah masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
Dengan kritis konsumen juga selektif melihat apakah suatu 
perusahaan tidak melakukan hal-hal tidak terpuji seperti perusakan 
lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, manipulasi pajak dan 
penindasan terhadap hak-hak 
buruh(Syifa.http://id.shvoong.com/social-
sciences/economics/2283800-dasar-hukum-corporate-social-
responsibility.12 Juni 2014). 
 
8. Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility 
a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”) sertaPeraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 
47/2012”)  
Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta 
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya.  
Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL 
dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan 
perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau 
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran 
dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat 
rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
TJSL. 
Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan 
perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 
47/2012). 
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(“UU 25/2007”) 
DalamPasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap 
penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan 
TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah 
tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman 
modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, 
dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 
masyarakat setempat.  
Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa 
setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga 
kelestarian lingkungan hidup.Ini juga merupakan bagian dari TJSL. 
c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”)Berdasarkan Pasal 
68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan berkewajiban: 
1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, 
dan tepat waktu; 
2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 
3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup 
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup(www.pelayanmasyarakat.blogspot.com.15 Juni 2014). 
 
9. Konsep Pengembangan Masyarakat (Community Development) 
Konsep pengembangan masyarakat hingga saat ini telah 
dirumuskan dan dijabarkan oleh banyak pihak.Salah satu konsep yang 
berbicara mengenai definisi pengembangan masyarakat merupakan 
spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro 
(macro practice). Maksud konsep tersebut yaitu pengembangan 
masyarakat tidak hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial saja, akan 
tetapi dapat pula dilakukan oleh para pekerja dalam profesi lain. 
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pengembangan masyarakat 
memiliki pelaku dari berbagai bidang (tidak hanya dalam bidang atau 
pekerjaan sosial). 
Definisi lain mengenai pengembangan masyarakat yaitu yang 
diungkapkan oleh sebagai metode yang memungkinkan orang dapat 
meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memberbesar 
pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi 
kehidupannya. Konsep pengembangan masyarakat selanjutnya bisa 
dijelaskan melalui 3 model praktek pengorganisasian komunitas 
(Three Models of Community Organizaton Practice), yaitu 
pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. 
Pengembangan masyarakat lokal diartikan proses yang 
ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi 
masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat 
itu sendiri. Pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang 
dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas 
melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif 
dari masyarakat (Rukminto  Isbandi, 2003 : 35). 
Pengembangan masyarakat adalah kegiatan pembangunan 
komunitas yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan 
untuk memperbesar akses komunitas guna mencapai kondisi sosial, 
ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan 
dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Rudito: 201). 
 
10. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 
Konsep pemberdayaan juga menjadi penting dalam mengkaji 
program-program pengembangan masyarakat untuk meningatkan 
kualitas hidup manusia.Pemberdayaan memiliki dua pengertian kunci 
yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan 
hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan 
kekuasaan atau penguasaan klien atas: 
a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: 
kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya 
hidup, tempat tinggal dan pekerjaan. 
b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan 
selaras dengan aspirasi dan keinginannya. 
c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan 
menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara 
bebas dan tanpa tekanan. 
d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan 
mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga 
kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. 
e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 
informal dan kemasyarakatan. 
f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola 
mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa. 
g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 
perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat kesimpulan mengenai 
pemberdayaan masyarakat yang menujuk pada kemampuan orang, 
khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki 
kekuatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 
mereka memiliki kebebasan dan dapat menjangkau sumber-sumber 
produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 
pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka 
perlukan, serta agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan 
dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Selain hal 
tersebut, dapat dikatakan pula bahwa pemberdayaan memegang kunci 
kekuasaan pada banyak hal, tidak hanya dalam berpolitik dan 
berorganisasi, tapi juga menyangkut kegiatan-kegiatan dan kebutuhan 
hidup manusia. Konsep ini juga terkait dengan tujuan dari 
pemberdayaan. Seseorang dapat dikatakan berdaya ketika apa yang 
diharapkan, dinginkan maupun dibutuhkannya tercapai.Pemberdayaan 
dapat dilakukan dengan tiga asas pemberdayaan yang terdiri dari aras 
mikro, asas mezzo dan asas makro(Suharto, Edi, 2005: 36). 
Dalam konsep ini, pemberdayaan dijelaskan dalam konteks 
cakupan sasarannya yang terdiri dari individu pada asas mikro, 
kelompok pada asas mezzo dan sistem lingkungan yang lebih luas 
pada asas makro. Konsep ini lebih menekankan pada kesempatan dan 
prosesnya dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Proses tersebut 
dilakukan dengan mengidentifikasi program sesuai dengan sasaran 
yang ingin dituju. Sasaran tersebut terkait dengan konteks mikro, 
mezzo atau makro yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan-
kebutuhan program pemberdayaan yang perlu dilakukan. 
Konsep pemberdayaan lainnya yaitu konsep pemberdayaan yang 
disimpulkan berdasarkan dua konsep pemberdayaan di atas. 
Kesimpulan dari konsep ini dikemukakan oleh Edi Suharto bahwa 
pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses 
pemberdayaan dikatakan sebagai serangkaian kegiatan untuk 
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 
masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. 
Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil 
yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat 
yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik, 
ekonomi maupun social (Suharto, Edi: 38). 
Terkait dengan berdirinya suatu perusahaan di sekitar komunitas 
lokal, maka perusahaan diharapkan untuk meningkatkan peran serta 
komunitas dalam kegiatan perusahaan atau untuk menghindar dari 
munculnya ketidaksetaraan terhadap kondisi sosial ekonomi 
komunitas dengan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan 
suatu wadah program yang berguna untuk menciptakan kemandirian 
komunitas lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri dengan 
diciptakan suatu wadah yang berbasis pada komunitas yang sering 
disebut dengan community development yang tujuannya untuk 
pemberdayaan komunitas (empowerment)(Rudito: 50). 
 
D. Index Islamic social Reporting 
a. Pengertian Islamic Social Reporting (ISR) 
ISR pertama kali dibahas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 
dalam tulisannya yang berjudul “Social Reporting Disclosure: An 
Islamic Perspective”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih 
ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani 
pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus 
dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa 
(2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial 
konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR 
yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu 
pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk 
membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban 
terhadap Allah dan masyarakat. 
ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-
perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan 
dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang 
kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. 
Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan 
kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai 
peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan 
dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada 
keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan 
karyawan (Fitria dan Hartati, 2010). 
Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan 
sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis 
syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks 
ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, 
Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. 
Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan 
menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola 
Perusahaan. 
Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator 
pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti Indeks ISR 
sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang 
digunakan, tergantung objek penelitian yang digunakan. 
 
1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment) 
Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, dan 
wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut 
Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung riba, 
gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Sakti (2007) menjelaskan 
bahwa secara literatur riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan 
atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang 
maupun perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba 
dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-
Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk riba di 
dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. 
Kegiatan yang mengandung gharar pun merupakan yang 
terlarang dalam Islam. Gharar adalah situasi dimana terjadi 
incomplete information karena adanya uncertainty to both parties. 
Praktik gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, 
kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi modern 
yang mengandung riba adalah transaksi lease and purchace, karena 
adanya ketidak jelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku 
(Karim, 2004).  
Bentuk lain dari gharar adalah future on delivery trading atau 
margin trading, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial 
(arbitage baik spot maupun forward, melakukan penjualan melebihi 
jumlah yang dimiliki atau dibeli (short selling), melakukan transaksi 
pure swap, capital lease, future, warrant, option, dan transaksi 
derivatif lainnya (Arifin,2009). 
Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah 
praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah 
berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, 
dalam fikh kontemporer di kenal dengan istilah zakat perusahaan. 
Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat 
menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat 
perusahaan dengan menggunakan metode net worth (kekayaan 
bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan 
keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan.  
Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan 
dalam setahun (Hakim,2011). Selain itu bagi bank syariah 
berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan 
dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika 
bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank 
syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011). 
Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari 
Othman et al (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan 
pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai 
saat ini (Current Value Balance Sheet ), dan laporan nilai tambah 
(Value added statement). Terkait dengan kebijakan atas 
keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien Untuk 
meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan 
bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif 
yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan 
penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI 
ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana 
(modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan 
disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan 
ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur 
dalam PBI No.5 Tahun 2003. 
Pengungkapan lainya adalah Neraca menggunakan nilai saat ini 
(current value balance sheet/CVBS) dan laporan nilai tambah (value 
added statement/VAS). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) 
metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode 
historical cost yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang 
mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Sedang 
VAS menurut Harahap (2008) adalah berfungsi untuk memberikan 
informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam 
periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. 
Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena belum 
diterapkan di Indonesia. 
Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) aspek lain yang perlu 
diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan 
oleh bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek 
ini cukup diungkapkan secara umum.  
 
2. Produk dan Jasa (Products and Services) 
Menurut Othman et al (2009) beberapa aspek yang perlu 
diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang 
digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks 
perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang 
digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk 
setiap produk dan jasa baru.  
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen 
yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank 
syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah 
muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama 
DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang 
dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 
DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN 
dalam pengkomunikasian dalam pengembangan produk baru bank 
syariah. oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus 
mendapat persetujuan dari DPS (Wiroso,2009). Penjelasan 
tersebutmerupakan suatu rujukan yang sangat pentingbagi pimpinan 
perusahaan muslim, khususnya pada perusahaan bank syariah di 
indonesia agar  mengetahui apakah produk bank syariah terhindar 
dari hal-hal yang dilarang syariat.  
Begitu juga pada pelayanankeluhan nasabah haruslah menjadi 
prioritas banksyariah sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga. 
Saat ini hampir seluruh perusahaan mengedepankan aspek pelayanan 
bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik 
akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah kepada perusahaan. 
Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut 
Haniffa dan Hudaib (2007) adalah glossary atau definisi setiap 
produk serta akad yang melandasi produk tersebut.Dalam hal 
tersebut   mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-
istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi 
yang jelas terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami 
oleh pengguna informasi. 
 
3. Karyawan (Employees) 
Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan 
barasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa 
(2002) dan Othman dan Thani  (2010) memaparkan bahwa 
masyarakat Muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan 
perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-
informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi yang berkaitan 
dengan karyawan menurut  Haniffa (2002) dan Othman et al (2009) 
diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, dan 
pendidikan dan pelatihan karyawan.  
Beberapa aspek lainya yang ditambahkan oleh Othman et al 
(2009) adalah kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesamaan 
peluang karir bagi seluruh karyawan baik pria maupun wanita, 
kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan 
dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok 
khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang 
memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan. 
Selain itu, Haniffa dan Hudaib (2007) juga menambahkan beberapa 
aspek pengungkapan berupa kesejahteraan karyawan dan jumlah 
karyawan yang dipekerjakan.  
 
4. Masyarakat (Community Involvement) 
Dalam agama Islam mengajarkan kepada ummat manusia 
untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bentuk saling berbagi 
dan tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan 
sedekah, wakaf, dan qard. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan 
harus diungkapkan dalam laporan tahuanan bank syariah. Hal ini 
merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh 
Syariat dan Undang-Undang. 
Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah  sedekah, wakaf, dan 
pinjaman kebajikan (Haniffa,2002). Sedang beberapa aspek lainya 
yang dikembangkan oleh Othman et al (2009) diantaranya adalah 
sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa 
pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau 
mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, 
peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian 
terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan 
terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, 
pendidikan dan agama.  
 
5. Lingkungan Hidup (Environment) 
Konsep yang mendasari tema ini adalah mizan, i’tidal, 
khilafah, dan akhirah. Konsep-konsep tersebut menekankan pada 
prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam 
menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk 
senantiasa menjaga, memelihara, dan melestasikan bumi. Allah 
menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah 
untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar 
manusia yang rakus telah merusak lingkungan ini.  
Hal ini telah Allah isyaratkan dalam firmannya: 
        
     
“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar Ruum: 41). 
 
Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan 
diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat 
polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, 
penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen 
lingkungan (Haniffa, 2002; Othman et al, 2009; Haniffa dan Hudaib, 
2007).  
 
6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 
Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Hal 
ini sesuai dengan firman Allah: 
                   
                    
       
 
“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih 
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui." (Q.S Al Baqarah:30). 
 
Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan 
penambahan dari Othman et al (2009) dimana tema ini tidak bisa 
dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada 
aspek syaraiah perusahaan. Secara formal corporate governance 
dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara 
keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas 
manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan stakeholder. Menurut Muhammad (2005) 
Corporate governance bagi perbankan syariah memiliki cakupan 
yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati 
seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan 
kaum muslim. 
Tata kelola perusahaan suatu subjek yang memiliki banyak 
aspek.Salah satu topic utama dalam tata kelola perusahaan adalah 
menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, 
khususnya implementasi pedoman serta mekanisme untuk 
memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan 
pemegang saham. Focus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang 
menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan 
untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada 
kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang 
merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang 
pemangku kepentingan yang menuntut perhatian dan akuntabilitas 
lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya 
karyawan atau lingkungan (Untung, 2014: 5) 
Pengungkapan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status 
kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS 
dan komisaris,  laporan kinerja komisrais, DPS, dan direksi, 
kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan 
pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, 
struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti 
terorisme.  
Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia 
perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai 
Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial 
termasuk bank berbasis syariah. 
1. Governance Dalam Bank Syariah 
Dalam perbankan syariah, persoalan governance sangat 
berbeda dengan governance dalam bank konvensional karena 
perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk mentaati 
seperangkat peraturan yang berbeda-beda yaitu hukum syariah dan 
pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan 
memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen profit and loss 
sharing (PLS) atau cara pembiayaan lainnya yang dibenarkan oleh 
syariat (Muhammad, 2011). 
Dari sudut pandang corporate governance, perbankan syariah 
menunjukkan sejumlah segi yang menarik karena aransemen 
pertisipasi ekuitas, risiko dan profit and losssharing menjadi basis 
pembiayaan (pemberian kredit) yang islami.Semua aturan 
mekanisme (aransemen) memiliki satu aspek penting, dalam arti 
bahwa mereka harus merupakan transaksi yang riil dan bukan 
trnsaksi keungan semata-mata, dan semua pihak yang mengadakan 
kontrak harus sama-sama menanggung risiko dari transaksi itu 
dengan memakai mekanisme profit and loss sharing (Muhammad, 
2011: 404). 
Dengan adanya aturan secara hukum syariah, tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah makin baik.Sehingga 
salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh piahak korporasi pada 
bank syariah adalah dari segi taata kelola perusahaan.Bukan hanya 
sekedar memikirkan keuntung perusahaan dan para pemegang saham 
atau memikirkan diri sendiri, tetapi dapat memperbaiki pertumbuhan 
perekonomian masyarakat. 
Akan tetapi, corporate governancetidak hanya tentang 
bagaimana mendesain mekanisme kontrol dan memecahkan konflik-
konflik pemodal seraya terus mengawasi perilaku opurtinistik agen 
yang mementingkan dirinya sendiri. Mekanisme corporate 
governance biasa juga digunakan untuk membangun kepercayaan, 
mendatangkan kerjasama, dan menciptakan visi bersama diantara 
mereka yang terlibat dalam perusahaan yang bias mencegah 
timbulnya problem-problem keagenan. Hasilnya mungkin akan 
kelihatan terutama apabila governance struktur dapat membangun 
serangkat nilai, keyakinan, konsep, tradisi dan sikap moral yang 
sama dan sudah ada sebelumnya yang menjadi ikatan bersama bagi 
mereka yang terlibat dengan organisasi, sebagaimana yang diajarkan 
agama (Muhammad, 2011). 
 
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Untuk memastikan keaslian penelitian ini, penulis melakukan 
perbandingan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Selain itu 
dimaksudkan pula untuk memberi gambaran tentang perbedaan focus 
masalah dan hasil penelkitian. 
Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu dengan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Fitria dan Hartanti (2010) hasil penelitian tentang “Islam dan 
Tanggung Jawab Social: Studi Perbandingan Pengungkapan 
Berdasarkan Global Reporting Initiativ Index dan Islamic Social 
Reporting Index” ditemukan bahwa: 
a. Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik 
dibandingkan bank syariah.  
b. Berdasarkan checklist indeks ISR diperoleh hasil bahwa 
tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank 
syariah masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% dari 
skor maksimal jika semua item diungkapkan secara 
sempurna.  
c. Pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang 
lebih baik dibandingkan indeks ISR.  
d. Secara garis besar, indikator-indikator ISR telah cukup 
mewakili indikator-indikator GRI tahun 2006 namun 
indikator-indikator GRI tahun 2006 memiliki rincian yang 
lebih detail dan komprehensif dibandingkan indikator-
indikator indeks ISR sehingga pengungkapan yang dihasilkan 
pun sangat terbatas.  
e. Indeks ISR dapat dikonvergensikan kedalam indeks GRI 
tahun 2006 tetapi hal ini membutuhkan diskusi lebih lanjut 
dari para standard setter.  
f. Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat 
dibandingkan perkembangan indeks ISR di negara-negara 
Islam lain dimana indeks ISR telah menjadi bagian pelaporan 
organisasi syariah.  
Penelitian terdahulu menganalisis pengaruh jenis industri terhadap 
luas pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate Social 
ReportingCSR), pengaruh kinerja keuangan dan berbagai karakteristik 
perusahaan yang akanberpengaruh terhadap tanggung jawab sosial 
perusahaan.Semua penelitian ini berhubungan dengan CSR.Dalam 
beberapa dekade ini, memang isu CSR memang sangat berkembang.Hal 
itu ditandai dengan berkembangnya penelitian yang menganalisis tentang 
pengungkapan CSR dari perspektif Islam yang dikenal dengan Islamic 
Social Reporting (ISR). 
Namun, kebanyakan penelitian mengenai ISR masih sangat tebatas 
karena banyak dilakukan di negara Malaysia dengan perusahaan-
perusahaan Malaysia sebagai objek penelitiannya.Sehingga peneliti 
tertarik dalam melakukukan penelitian ini. 
Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh ISR 
terhadap nilai perusahaan bank syariah Indonesia.Pembahasan dalam 
penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dilakukan dengan 
caramenganalisis data-data laporan keuangan yang kemudian ditabulasikan 
untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat 
annual report dari beberapa Bank Syari’ah selama tahun 2013-2014. 
Beberapa penelitian terdahulu mengenai pembahasan indeks ISR 
diantaranya penelitian yang pernah dilakukan oleh Maali et al. (2006) 
terhadap bank syariah di enam negara, Othman dan Thani (2010) terhadap 
perusahaan-perusahaan di Bursa Malaysia, Fitria dan Hartanti (2010) 
terhadap bank syariah di Indonesia, dan Raditya (2012) terhadap 
perusahaan-perusahaan yang terdapat pada DES tahun 2009-2010. Pada 
penelitian pengungkapan ISR ditinjau dari penelitian terdahulu yang 
relevan masi focus pada pengaruh pengungkapan kinerja social dalam 
perusahaan dalam index ISR, sedangkan pengaruh ISR pada nilai 
perusahaan masih sangat sedikit. 
 
F. KerangkaPemikiran 
Agar alur penelitian ini jelas, maka penulismengambarkan krangka 
pikiranpenelitian sebagaikerangka yang akan mendukung dalam penelitian 
ini. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan enam faktor pengungkapan 
ISR yang mempengaruhi nilai perusahaan. 
 
  
 
 
 
 
 
G. Pengajuan Hipotesis 
Hipotesis adalah dugaan kebenaran yang harus diuji dengan data-
data empiris. Hipotesis berasal dari kata hyphoyang artinyalemah dan 
thesayang artinya kebenaran. Dari dua kata tersebut dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis adalah kebenaran yang lemah. Untuk menjadi kebenaran 
yang kuat, hipotesis masih harus diuji menggunakan data-data yang di 
kumpulkan (Purwanto, 2011: 99). 
Pengungkapan ISR: 
1. Produk dan Jasa (X1) 
2. Tenaga Kerja (X2) 
3. Sosial (X3) 
4. Lingkungan (X4) 
 
Nilai Perusahaan 
(Y) 
5.  Tata kelola Organisasi (X5) 
Adapun rumusan hipotesis secara khusus sebagai berikut: 
1. Diduga ada pengaruhpengungkapan produk dan jasa dalam komponen 
Indeks ISR terhadap  nilai perusahaan. 
2. Diduga ada pengaruhpengungkapan tenaga kerja dalam komponen 
Indeks ISR terhadap  nilai perusahaan. 
3. Diduga ada pengaruhpengungkapan sosial dalam komponen Indeks ISR 
terhadap  nilai perusahaan. 
4. Diduga ada pengaruhpengungkapan lingkungan dalam komponen 
Indeks ISR terhadap  nilai perusahaan. 
5. Diduga ada pengaruhpengungkapan tata kelola organisasi dalam 
komponen Indeks ISR terhadap  nilai perusahaan. 
6. Diduga ada pengaruh pengungkapan produk dan jasa, tenaga kerja, 
social, lingkungan dan tata kelola organisasi dalam komponen index 
ISR terhadap nilai perusahaan nilai perusahaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
Desain penelitian menggunakan metode deskriptif pendekatan 
kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Metode deskriptif dilakukan 
dengan cara menganalisis data-data laporan keuangan yang kemudian 
ditabulasikan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 
melihat annual report dari beberapa Bank Syari’ah selama tahun 2014. 
 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2013) Populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank 
syaria’ah yang terdaftar di BUS tahun 2014. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi. Sampel penelitian ini adalah Bank Syari’ah yang terdaftar di 
BUS untuk periode 2014. Metode pengambilan sampel menggunakan 
kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah: 
1. Bank Syari’ah yang terdaftar di BUS 
2. Bank syari’ah yang menerbitkan laporan keuangan dalam satuan 
Rupiah 
3. Tersedia laporan keuangan dan manajemen perusahaan secara lengkap 
yang dapat digunakan untuk memperoleh data penelitian selama 
periode tahun 2014 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data kuantitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada berupa dokumen, arsip 
maupun laporan yang dilaporkan oleh pihak luar peneliti. Data diambil 
dari annual report masing-masing Bank Syari’ah. 
 
D. Metode pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan 
data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode studi 
pustaka. Metode dokumentasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti 
baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap obyek yang 
diteliti dengan menggunakan instrumen berupa pedoman peneliti dalam 
bentuk lembar pengamatan atau yang lainnya. Metode studi pustaka adalah 
mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan 
sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.  
 
 
 
 
 
E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 
1. Variabel Dependen 
Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. 
Nilai perusahaan diproyeksikan dengan Tobin’s Q. Tobins’s Q 
merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar 
saham suatu perusahaan dengan total aset. Secara matematis Tobin’s Q 
dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut: 
Tobin’s Q = 
𝑀𝑉𝐸+𝐷𝐸𝐵𝑇
𝑇𝐴
 
Keterangan: 
Q    : nilai perusahaan 
MVE (Kapitalisasi Pasar) : closing price x jumlah saham yang beredar 
DEBT (Liabilitas)  : total hutang perusahaan 
TA    : total aktiva/ aset 
Jika nilai rasio lebih besar dari 1 mengindisikan bahwa aset 
perusahaan dapat dibeli lebih murah daripada perusahaan itu sendiri, 
artinya pasar menilai perusahaan lebih tinggi (overvaluation), 
sedangkan rasio Q lebih rendah dari 1 mengindikasikan bahwa pasar 
menilai lebih rendah. 
2. Variabel Independen 
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Islamic Sosial 
Reporting (ISR), merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan 
terhadap lingkungan bagi kepedulian soaial maupun tanggungjawab 
lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan daripada 
perusahaan yang sesuai dengan prinsip islam. Indikatotr yang 
digunakan untuk mengukur tanggungjawab di perbankan syariah 
menggunakan Islamic Sosial Reporting sesuai dengan prinsip syari’ah 
yang tersusun dalam lima tema, antara lain: 
1. Produk dan jasa, variabel ini mempunyai beberapa indikator 
diantaranya: status halal atau syariah dalam produk; pengembangan 
produk; peningkatan pelayanan; keluhan pelanggan/ kejadian yann 
timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. 
2. Tenaga kerja, variabel ini memiliki beberapa indikator, yaitu: 
karakteristik pekerjaan; pendidikan dan pelatihan; kesempatan 
yang sama; kesehatan dan keselamatan kerja; lingkungan kerja; 
dan perekrutan khusus. 
3. Pengungkapan sosial, variabel ini mempunyai beberapa indikator, 
meliputi: shodaqoh/ donasi; wakaf; qard hasan; zakat atau 
sumbangan dari karyawan atau nasabah; pendidikan; bantuan 
kesehatan; pemberdayaan ekonomi; kepedulian terhadap anak 
yatim piatu; pembangunan atau renovasi masjid; kegaiatan 
kepemudaan; kegiatan sosial; dan sponsor acara. 
4. Lingkungan, variabel lingkungan mempunyai beberapa indikator, 
yaitu: kampanya go green; konservasi lingkungan; perlindungan 
terhadap flora dan fauna yang liar atau terancam punah; polusi; 
perbaikan dan pembuatan sarana umum; audit lingkungan; dan 
kebijakan manajemen lingkungan. 
5. Tata kelola organisasi, varabel ini memiliki beberapa indikator, 
berupa: profil dan strategi organisasi; struktur organisasi; 
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris; 
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi; kelengkapan dan 
pelaksanaan tugas komite; pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 
dewan pengawas syariah; pelaksanaan prinsip syariah dalam 
penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; 
penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan 
bank; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ektern; 
batas maksimum penyalura dana; transparasi kondisi keuangan dan 
non keuangan; kebijakan anti pencucian uang dan praktik 
menyimpang lainnya; serta etika perusahaan. 
Masing-masing pokok pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. 
Nilai 1 akan diberikan apabila pokok pengungkapan ISR terdapat 
dalam data perusahaan dan nilai 0 akan diberikan sebaliknya. Nilai-
nilai tersebut akan dijumlahkan baik menurut masing-masing tema 
maupun secara keseluruhan. 
 
F. Metode Analisis Data 
Pengujian hipotesis pengaruh ISR terhadap nilai perusahaan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian ini dilakukan 
untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas. 
Adapun langkah untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Uji Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil 
sampel antara lain mean, median, maksimum, minimum dan deviasi 
standar dari turunan variabel independen dan variabel dependen. 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi yang baik harus memiliki distribusi normal atau 
mendekati normal dan bebas dari asumsi klasik terdiri dari uji 
Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas. Setelah 
data berhasil dikumpulkan, sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu 
dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik, dengan 
tahapan sabagai berikut: 
 
a. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2005) Uji Normalitas data dilakukan 
dengan tujuan mengetahui apakah sampel yang diambil telah 
memenuhi kriteria sebaran atau berdistribusi normal. Data yang 
baik adalah yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas ini 
menggunakan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. 
Apabila tingkat signifikansi > 0,005 menunjukkan bahwa data 
residual terdistribusi secara normal. 
 
 
 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 
independen. Multikolonieritas mengacu pada situasi dengan dua 
variabel atau lebih sangat berhubungan linier (Gujarati, 2006). Uji 
Multikolonieritas dilakukan dengan melihat tolerance value dan 
value inflating factor (VIF). Nilai umum dipakai adalah  tolerance 
value 0,10. Jika VIF < 10 atau jika tolerance < 1 maka tidak 
terdapat multikolonieritas dalam model regresi. 
 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Digunakan untuk mengetahui tingkat varians dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  Model regresi yang 
baik adalah non heteroskedastisitas, yaitu varian dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (Gujarati, 2006). 
Pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser. 
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 
independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi 
antara variabel independen dengan basolut residual lebih dari 0,05 
maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 
3. Uji Hipotesis 
Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 
variabel independen yang merupakan turunan dari ISR yaitu 
pengungkapan investasi, pengungkapan tata kelola organisasi, 
pengungkapan produk, pengungkapan tenaga kerja, pengungkapan 
sosial dan pengungkapan lingkungan terhadap variabel dependen (nilai 
perusahaan). Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-
variabel secara spesifik terhadap nilai perusahaan dalam penelitian ini 
dinyatakan dalam persamaan regresi di bawah ini: 
NP = α + β1.X1 + β2.X2 +β3.X3 + β4.X4 + β5.X5 + e 
Keterangan: 
NP = nilai perusahaan 
X1 = pengungkapan produk dan jasa 
X2 = pengungkapan tenaga kerja  
X3 = pengungkapan sosial 
X4 = pengungkapan lingkungan 
X5 = pengungkapan tata kelola organisasi 
Analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahuo seberapa besar 
pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. 
Pengujian statistik yang perlu dilakukan adalah: 
 
a. Uji Ketepatan Perkiraan Model/ Koefisien Determinasi (R2) 
Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk 
mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap 
perubahan variabel dependen. Dari ini diketahui seberapa besar 
variabel depensden mampu dijelaskan oleh variabel 
independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab 
lain di luar model. 
 
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji tingkat pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 
Dalam Uji F kesimpulan yang diambil adalah dengan melihat 
signifikansi (α) dengan ketentuan α > 0,05 maka H0 diterima dan α 
<  0,05 maka H0 ditolak. 
 
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 
Nilai t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Analisis Data 
Populasi pada penelitian ini adalah bank Syariah yang terdaftar 
pada BUS tahun 2014. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling yaiyaitu sampel atas dasar 
kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang 
ditentukan. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Annual 
Report yang dilaporkan setiap Bank Syariah. 
 
B. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-
variabel dalam penelitian ini. Data yang dianalisis adalah rata-rata, 
maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel 
penelitian. Secara rinci data disajikan dalam tabel 4.1 berikut: 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
NP 7 ,29 20,36 4,9591 7,80473 
logx1 7 ,48 ,70 ,5088 ,08385 
logx2 7 ,60 ,90 ,7384 ,13734 
logx3 7 ,00 1,08 ,5934 ,39485 
logx4 7 ,00 ,48 ,1112 ,19654 
logx5 7 1,15 1,18 1,1675 ,01462 
Valid N 
(listwise) 
7     
           Sumber: hasil olah data SPSS, 2016 
Hasil pengujian statistik deskriptif yang ditunjukkan tabel 4.1 
menunjukkan bahwa variabel Nilai Perusahaan memiliki nilai minimum 
sebesar 0,29 dan nilai maksimum 20,36 dengan rata-rata sebesar 4,9591 
dan standar deviasi 7,8047. Variabel Produk dan Jasa memiliki nilai 
minimum0,48 dan nilai maksimum sebesar 0,70 dengan rata-rata sebesar 
0,5088 dan standar deviasi sebesar 0,0838. Variabel Tenaga Kerja 
memiliki nilai minimum0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,08 dengan 
rata-rata sebesar 0,7384 dan standar deviasi sebesar 0,1373.  
Variabel Sosial memiliki nilai minimum0,48 dan nilai maksimum 
sebesar 0,70 dengan rata-rata sebesar 0,5934 dan standar deviasi sebesar 
0,3948. Variabel Lingkungan memiliki nilai minimum0,00 dan nilai 
maksimum sebesar 0,48 dengan rata-rata sebesar 0,1112 dan standar 
deviasi sebesar 0,1965. Sedangkan variabel Tata Kelola Organisasi 
memiliki nilai minimum 1,15 dan nilai maksimum sebesar 1,18 dengan 
rata-rata sebesar 1,1675 dan standar deviasi sebesar 0,01462. 
 
C. Uji Asumsi Klasik 
Untuk memberikan kepastian bahwa parameter dalam model yang 
digunakan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias tetapi konsisten, 
maka harus dilakukan uji asumsi klasik dari regresi model sehingga tidak 
terjadi penyimpangan terhadap asumsi normalitas, multi kolonieritas dan 
heteroskedastisitas. Untuk menguji adanya penyimpangan asumsi klasik 
menggunakan alat bantu komputer program SPSS 21 dan Eviews 8. 
 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data sebuah 
model regresi, variabel independen atau variabel dependen atau 
keduanya terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada 
penelitian ini dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov. Dasar 
pengambilan keputusan uji statistik dengan kolmogorof-smirnov z, jika 
nilai asymp. Sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti data 
residual terdistribusi tidak normal, namun jika nilai Asymp. Sig lebih 
dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi 
normal (Ghozali, 2009). Hasil Uji normalitas ditunjukkan dengan tabel 
4.2 sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh 
nilai kolmogorov-smirnov z sebesar 0,567 dan asymp. signifikansi 
sebesar 0,905. Maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal 
karena 0,905 > 0,05. Hasil data berdistribusi normal berarti tidak 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Standardized 
Residual 
N 7 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation ,40824829 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,214 
Positive ,214 
Negative -,214 
Kolmogorov-Smirnov Z ,567 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,905 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
terdapat nilai ekstrim dari data yang diambil atau tidak terdapat data 
yang melenceng terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Hal ini juga 
mengindikasikan tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel 
dan tidak terdapat kesalahan dalam input data. 
2. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (Ghozali, 
2009). Multikolonieritas berarti adanya hubungan yang kuat antara 
beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model 
regresi. Untuk menguji ada tidaknya multikolonieritas diantara 
variabel independen digunakan nilai Variance Inflantion Factors (VIF) 
dan nilai Tolerance. Bila nilai Tolerance  lebih besar dari 0,10 atau 
VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 
2009). Berikut adalah hasil pengujian multikolonieritas: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolonieritas 
No Variabel VIF Keterangan 
1. Produk dan Jasa 1,438 Tidak Multikolonieritas 
2. Tenaga Kerja 7,921 Tidak Multikolonieritas 
3. Sosial  5,879 Tidak Multikolonieritas 
4. Lingkungan  3,327 Tidak Multikolonieritas 
5. Tata Kelola Organisasi 2,178 Tidak Multikolonieritas 
Sumber: hasil olah data SPSS, 2016 
Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat nilai Variance Inflantion 
Factors (VIF) lebih kecil dari 10. Maka tidak terjadi multikolonieritas 
di antara variabel independen. Hal ini berarti tidak terjadi kolerasi yang 
kuat (hampir sempurna) antar variabel produk dan jasa, tenaga kerja, 
sosial, lingkungan dan tata kelola organisasi. Sehingga tidak terdapat 
suatu hubungan linier antar variabel independen dan variabel-variabel 
independen hanya mempenaruhi variabel dependen saja. 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan 
ke pemangamatan yang lain (Ghozali, 2009). Jika variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 
mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui hasil uji 
statistik. Dalam penelitian ini menggunakan Uji White, jika variabel 
independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen, maka terjadi heteroskedastisitas dan apabila terlihat nilai 
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05, maka dapat 
disimpulkan regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2009). Berikut ini hasil pengujian heteroskedastisitas: 
Tabel 4.4 
            Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 4.45E+23    Prob. F(5,1) 0.0000 
Obs*R-squared 7.000000     Prob. Chi-Square(5) 0.2206 
Scaled explained SS 0.077574     Prob. Chi-Square(5) 0.9999 
     
     
Sumber: hasil olah data Eviews, 2016 
Hasil pengujian pada probabilitas 5% menunjukkan nilai 
probabilitas sebesar 0,2206. Maka dapat disimpulkan variabel Produk 
dan Jasa, Tenaga kerja, Lingkungan, Sosial serta Tata Kelola 
Organisasi tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan 
bahwa varians dari setiap variabel independen adalah sama dan 
mempunyai angka konstan. 
 
D. Pengujian Hipotesis 
Model analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah 
analisis regresi berganda. Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh produk dan jasa, tenaga kerja, 
sosial, lingkungan, serta tata kelola organisasi terhadap nilai perusahaan 
bank syariah di indonesia. Hasil pengujian secara lengkap dapat dilihat 
pada lampiran, sedangkan secara singkat dapat dilihat pada tabel 4.5 
sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Rangkuman Hasil Regresi Linier Berganda 
Variabel Koef. Regresi t hitung Sig. 
Constant  56,504 3,385 0,010 
Produk dan Jasa -68,742 -1,772 0, 850 
Tenaga Kerja 13,375 2,441 0,027 
Sosial  8,955 2,338 0,038 
Lingkungan  18,889 2,250 0,049 
Tata Kelola Organisasi -28,999 -0,106 0,933 
Sumber: hasil olah data SPSS, 2016 
Hasil pengolahan data regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel 4.5 di atas. Dari 
tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai 
berikut: 
NP = 56,504 – 68,742 X1 + 13,375 X2 + 8,955 X3 + 18,889 X4 – 28,999 X5 
+ e 
Keterangan: 
NP = Nilai Perusahaan 
X1 = Produk dan Jasa 
X2 = Tenaga Kerja 
X3 = Sosial 
X4 = Lingkungan 
X5 = Tata Kelola Organisasi 
Dari persamaan linier regresi berganda di atas dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Nilai konstan bernilai 56,504 dengan nilai positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila variabel produk dan jasa, tenaga kerja, 
sosial lingkungan serta tata kelola organisasi sama dengan nol, maka 
nilai perusahaan sebesar 56,504. 
b. Koefisien regresi variabel Produk dan Jasa (β1) sebesar -68,742. Hal 
ini menunjukkan bahwa setiap penurunan produk dan jasa sebesar 1% 
maka akan memberi dampak terhadap peningkatan nilai perusahaan 
sebesar 0,68742 dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
c. Koefisien regresi variabel Tenaga Kerja (β2) sebesar 13,375. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja sebesar 1%, maka 
akan memberikan dampak terhadap peningkatan nilai perusahaan 
sebesar 0,13375 dengan asumsi variabel lain konstan. 
d. Koefisien regresi variabel Sosial (β3) sebesar 8,955. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan sosial sebesar 1%, maka akan 
memberikan dampak terhadap peningkatan nilai perusahaan sebesar 
0,08955 dengan asumsi variabel lain konstan. 
e. Koefisien regresi variabel Lingkungan (β4) sebesar 18,889. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan lingkungan sebesar 1%, maka 
akan memberikan dampak terhadap peningkatan nilai perusahaan 
sebesar 0,18889 dengan asumsi variabel lain konstan. 
f. Koefisien regresi variabel Tata Kelola Organisasi (β5) sebesar 28,999. 
Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan tata kelola organisasi 
sebesar 1%, maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan 
nilai perusahaan sebesar 0,28999 dengan asumsi variabel lain konstan. 
Dari persamaan di atas selanjutnya akan dilakukan pengujian-
pengujian sebagai berikut: 
 
1. Pengujian Simultan (Uji F) 
Uji ini untuk mengetahui besarnya pengarung nyata dalam 
variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara 
bersama-sama. Uji ini juga untuk menentukan bahwa model regresi fit/ 
eksis atau tidak. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 
Jika probabilitas Sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau 
model sudah fit of goodness. 
Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Simultan (Uji f) 
Variabel Sig. Kesimpulan 
Produk dan Jasa 
Tenaga Kerja 
Sosial  
Lingkungan  
Tata Kelola Organisasi 
0,005 Model Fit/ Eksis 
Sumber: hasil olah data SPSS, 2016 
Dari tabel 4.6 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 < 
0,05, sehingga H0 ditolak atau Ha diterima, maka dapat disimpulkan 
bahwa model regresi fit sehingga secara simultan produk dan jasa, 
tenaga kerja, sosial, lingkungan serta tata kelola organisasi secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan bank syariah di 
indonesia. Karena secara keseluruhan pelaporan tanggungjawab sosial 
ini menunjukkan kinerja keuangan pada suatu perusahaan, semakin 
baik pelaporannya maka semakin baik pula kinerja keuangannya. 
Sedangkan kinerja keuangan suatu perusahaan akan digunakan para 
investor untuk mengetahui nilai perusahaan. Jadi dapat ditarik suatu 
simpulan bahwa semakin baik islamic social reporting pada suatu 
perusahaan bank syariah akan berpengaruh meningkatnya niai 
perusahaan. 
 
 
 
2. Uji Parsial (Uji t) 
Uji t pada dasarnya untuk menentukan seberapa jauh pengaruh 
variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi 
variabel dependen. Dalam hal ini untuk melihat hipotesis diterima atau 
ditolak adalah dengan menggunakan signifikansi t. Nilai signifikansi t 
harus dibandingkan dengan tingkat apha. Penelitian ini menggunakan 
tingkat signifikansi 0,05. Kriteria dalam pengujian ini adalah apabila 
thitung > ttabel, dan sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dalam penelitian ini 
ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji t 
Variabel thitumg ttabel Sig. Kesimpulan 
Produk dan Jasa -1,772 2,131 0, 850 Tidak signifikan 
Tenaga Kerja 2,441 2,131 0,027 Signifikan  
Sosial  2,338 2,131 0,038 Signifikan  
Lingkungan  2,250 2,131 0,049 Signifikan  
Tata Kelola 
Organisasi 
-0,106 2,131 0,933 Tidak signifikan 
Sumber: hasil olah data SPSS, 2016 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa variabel 
independen yaitu tenaga kerja, sosial, dan lingkungan berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan variabel produk dan 
jasa serta tata kelola organisasi tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa produk dan jasa 
mempunyai thitung -1,772 lebih kecil dari ttabel 2,131 dan diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,850 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 
(0,850 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk dan 
jasa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, 
maka H1 ditolak. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tenaga kerja 
mempunyai thtung 2,241 lebih besar dari ttabel sebesar 2,131 dan 
diperoleh nilai signifikansi 0,027 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 
(0,027 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja 
berpengaruh positif  dan signifikan terhadap nilai perusahaan, maka H2  
diterima. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sosial mempunyai 
thtung 2,938 lebih besar dari ttabel sebesar 2,131 dan diperoleh nilai 
signifikansi 0,038 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,038 < 
0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosial berpengaruh 
positif  dan signifikan terhadap nilai perusahaan, maka H3  diterima. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa lingkungan 
mempunyai thtung 2,250 lebih besar dari ttabel sebesar 2,131 dan 
diperoleh nilai signifikansi 0,049 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 
(0,049 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 
berpengaruh positif  dan signifikan terhadap nilai perusahaan, maka H4  
diterima. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tata kelola 
organisasi mempunyai thtung -0,106 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,131 
dan diperoleh nilai signifikansi 0,933 lebih besar dari taraf signifikansi 
0,05 (0,933 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, maka H5  
ditolak. 
 
3. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Adapun hasil koefisien determinasi (R
2
) terlihat pada tabel 4.8 berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 
R R-Square Adj R-Square Std eror of the 
Estimate 
0,701 
0,492 0,407 1,0147657 
Sumber: hasil olah data SPSS, 2016 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh R-Square sebesar 0,492 
yag berarti sebesar 49,2% nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh 
komposisi kelima variabel independen yaitu produk dan jasa, tenaga 
kerja, sosial, lingkungan serta tata kelola organisasi. Sedangkan 
50,98% dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian ini. 
E. Pembahasan 
Berdasarkan Uji F diketahui bahwa islamic social reporting yang 
terdiri dari produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan, serta tata 
kelola organisasi secara simultan/ bersama-sama berpengaruh positif 
secara statistik terhadap nilai perusahaan bank syariah di indonesia.  
Hal ini sesuai dengan teori stake holder yang menyatakan bahwa 
perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingan perusahaan itu 
namun harus memberikan manfaat kepada stake holder-nya. Apabila 
perusahaan dapat memaksimalkan manfaat yang diterima stakeholder 
maka akan timbul kepuasan dan apresisasi bagi stake holder dan akan 
meingkatkan nilai perusahaan (Freeman et al., dalam Rosiana, dkk, 2013). 
Akan tetapi bila ditelaah secara parsial hanya terdapat tiga 
indikator yang berpengaruh positif sgnifikan terhadap nilai perusahaan 
bank syariah di indonesia, diantaranya: pertama, tenaga kerja dengan hasil 
thitung sebesar 2,441 dan nilai signifikansi 0,027 lebih keci dari taraf 
signifikansi 5% (0,027 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tenaga 
kerja berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan bank 
syariah sehingga H2 diterima. 
Kedua, sosial dengan hasil thitung sebesar 2,338 dan nilai 
signifikansi 0,038 lebih keci dari taraf signifikansi 5% (0,038 < 0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosial berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga H3 diterima. Ketiga, 
lingkungan dengan hasil thitung sebesar 2,250 dan nilai signifikansi 0,049 
lebih keci dari taraf signifikansi 5% (0,049 < 0,05), maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel lingkungan berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan bank syariah sehingga H4 diterima. 
Sedangkan ada dua indikator yang tidak memiliki pengaruh secara 
signifikan teradap nilai perusahaan bank syariah, diantaranya: pertama 
produk dan jasa dengan hasil thitung sebesar -1,772 dan nilai signifikansi 
0,850 lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,850 > 0,05), maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel produk dan jasa tidak berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan bank syariah sehingga H1 ditolak. 
Kedua, tata kelola organisasi dengan hasil thitung sebesar -0,106  dan nilai 
signifikansi 0,933 lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,933 < 0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwa variabel tata kelola organisasi tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan bank syariah 
sehingga H5 ditolak. 
Adanya variabel dari ISR yang tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan bank syariah ini sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2008) yang menunjukkan bahwa 
variabel CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 
ini dikarenakan banyak bank syariah di tahun 2014 yang menganggarkan 
dana tanggungjawab sosialnya cukup rendah khususnya pada produk dan 
jasa serta tata kelola organisasi sedangkan profitabilitas yang diperoleh 
perusahaan tergolong besar, sehingga profitabilitas tidak dapat 
membuktikan pengaruhnya di dalam hubungan CSR ataupun ISR dan nilai 
perusahaan. 
Sedangkan ketiga variabel dari islamic social reporting yang 
memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan telah menjalankan 
tanggungjawab sosial dengan baik. Sehingga mampu memberikan manfaat 
bagi stake holder, maka akan timbul kepuasan dan apresiasi yang 
mempengaruhi meningkatkan nilai perusahaan bank syariah di indonesia. 
Hasil dari olah data secara individu pada produk dan jasa  dapat 
diketahui ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
perusahaan bank syariah. Ini di sebabkan karena hasil dari uji individu 
produk atau jasa dan tata kelola organisasi lebih besar dari tingkat 
signifikan 0,05. Hasilnya dapat diketahui ternyata produk dan jasa 
mempunyai thitung -1,772 lebih kecil dari ttabel 2,131 dan diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,850 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,850 > 
0,05). 
Sedangkan pada hasil uji secara individu pada tenaga kerja, dapat 
diketahui bahwa variabel independen ternyata memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai perusahaan padank syariah di Indonesia, Ini 
disebabkan karena hasil dari uji individu tersebut lebih kecil dari tingkat 
signifikan 0,05. Hasil perhitungannya dapat diketahui ternyata tenaga kerja 
mempunyai thtung 2,241 lebih besar dari ttabel sebesar 2,131 dan diperoleh 
nilai signifikansi 0,027 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,027 < 
0,05).  
Hasil dari olah data secara individu pada sosial dapat diketahui 
ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
perusahaan bank syariah. Ini sebabkan karena hasil dari uji individu 
produk atau jasa dan tata kelola organisasi lebih besar dari tingkat 
signifikan 0,05. Hasil perhitungannya diketahui ternnyata sosial 
mempunyai thtung 2,938 lebih besar dari ttabel sebesar 2,131 dan diperoleh 
nilai signifikansi 0,038 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,038 < 
0,05). 
Sedangkan pada hasil uji secara individu pada lingkungan dapat 
diketahui bahwa variabel independen ternyata memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai perusahaan padank syariah di Indonesia, Ini 
disebabkan karena hasil dari uji individu tersebut lebih kecil dari tingkat 
signifikan 0,05. Hasil perhitungannya ternyata lingkungan mempunyai 
thtung 2,250 lebih besar dari ttabel sebesar 2,131 dan diperoleh nilai 
signifikansi 0,049 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,049 < 0,05). 
Hasil dari olah data secara individu pada produk dan jasa  dapat 
diketahui ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
perusahaan bank syariah. Ini disebabkan karena hasil dari uji individu 
produk dan jasa lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan hasil 
perhitungan diketahui bahwa tata kelola organisasi mempunyai thtung -
0,106 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,131 dan diperoleh nilai signifikansi 
0,933 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,933 > 0,05).  
Dengan hasil penelitian saya, pada bank syariah di Indonesia 
adalah dapat diketahui pada uji secara bersama-sama pada pengungkapan 
ISR, dalam komponen pada produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, 
lingkungan dan tata kelola organisasi ternyata variabel independen atau 
pengungkapan ISR tersebut memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini disebabkan karena nilai signifikansi uji secara bersama-sama 
sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya fit (Baik), sehingga 
dapat kita ketahui ternyata pengungkapan dalam bentuk ISR  pada 
perusahaan Bank syariah di Indonesia akan memiliki pengaruh yang baik 
pada nilai perusahaan. 
Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,005 < 0,05, maka dapat diketahui model regresi fit ternyata secara 
simultan produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan serta tata kelola 
organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
bank syariah di Indonesia, karena secara keseluruhan pelaporan tanggung 
jawab sosial ini menunjukan kinerja keuangan pada suatu perusahaan bank 
syariah. Jadi pada hasil penelitian ini diketahui ternyata semakin baik 
Islamic social reporting pada bank syariah di Indonesia akan berpengaruh 
meningkatnya nilai perusahaan pada bank syariah di Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah islamic social 
reporting yang terdiri dari produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, 
lingkungan, serta tata kelola organisasi memiliki pengaruh baik secara 
parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan bank syariah tahun 
2014. Dari hasil perhitugan maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
diantaranya: 
1. Islamic sosial reporting yang terdiri dari produk dan jasa, tenaga kerja, 
sosial, lingkungan, serta tata kelola organisasi secara simultan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
2. Secara proporsional hanya tiga variabel yang mempunyai pengaruh 
positif signifikan yaitu variabel tenaga kerja, sosial dan lingkungan. 
3. Terdapat dua variabel yang tidak mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap nilai perusahaan bila dihitung secara parsial, yaitu 
variabel produk dan jasa serta tata kelola organisasi. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
1. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini hanya 
Bank Syariah yang terdadaftar pada BUS. 
2. Bank Syariah yang menjadi sampel hanya Bank Syariah yang telah 
melaporkan laporan perusahaannya berup annual report dan hanya 
terdapat 7 Bank Syariah yang sudah memenuhi persyaratan. 
 
 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan 
penelitian, maka penelit memberkan saran dan rekomendasi sebagai 
berikut: 
1. Penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi islamic social reporting 
secara keseluruhan dengan memasukkan variabel investasi dan 
keuangan. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat lebih menggali kembali 
laporan-laporan perusahaan Bank Syariah, sehingga perusahaan yang  
digunakan sebagai sampel dapat lebih dari 7 Bank Syariah. 
3. Penelitian selanjutya disarankan untuk menambah variabel indepen 
yang juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti, keputusan 
investasi, struktur modal, kinerja keuangan dan lain sebagainya. 
 
 
 
 
 
 
Lampiran tabel Islamic Social Responsibility 
No  Item yang diungkapkan 
Skor 
BMI BSM BMS BRIS BCAS PBS BSB 
Produk dan Jasa 
1. Status halal atau syariah dalam 
produk 
1 1 1 1 1 1 1 
2. Pengembangan produk 1 1 1 1 1 1 1 
3. Peningkatan pelayanan 1 1 1 1 1 1 1 
4. Keluhan pelanggan/ kejadian yang 
timbul karena tidak ketaatan 
terhadap peraturan yang berlaku 
       
 - Total keluhan konsumen 0 0,25 0 0 0 0 0 
 - Penangan keluha tersebut 0 0,25 0 0 0 0 0 
 - Denda baik uang maupun non 
uang terkait pelanggaran 
peraturan 
0 0 0 0 0 0 0 
 - Survei atas kepuasan pelanggan 0 0 0 0 0 0 0 
Tenaga Kerja 
5. Karakteristik pekerjaan        
 - Jumlah jam kerja dan hari libur 0 0 0 0 0 0 0 
 - Remunerasi  0,25 0,25 0 0 0 0 0 
 - Rasio gaji 0,25 0 0 0 0 0 0 
 - Komposisi karyawan 
berdasarkan kriteria tertentu 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
6. Pendidikan dan pelatihan        
 - Program pendidikan dan 
pelatihan bagi karyawan 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 - Membangun program dan 
jenjang karir karyawan 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 - Strategi retensi karyawan 0,25 0,25 
0 0 0,25 0 0 
 - Prosentase karyawan yang 
menerima pengembangan karir 
0 0 0,25 0 0 0 0 
7. Kesempatan yang sama 1 1 1 1 1 1 1 
8. Kesehatan dan keselamatan kerja 1 1 1 0 0 0 0 
9. Lingkungan kerja 0 0 0 0 0 0 0 
10. Perekrutan khusus 0 1 0 0 1 0 0 
Sosial  
11. Shodaqoh/ donasi 1 1 1 0 0 0 1 
12. Wakaf  1 1 0 0 0 0 0 
13. Qard Hasan 1 1 1 1 1 1 1 
14. Zakat atau sumbangan dari 
karyawan atau nasabah 
1 1 1 1 0 0 0 
15. Pendidikan         
 - Pendirian sekolah 0,33 0 0 0 0 0 0 
 - Bantuan pada sekolah dalam 
bentuk finansial atau 
nonfinansial  
0 0,33 0 0 0,33 0 0 
 - Beasiswa  0,33 0,33 
0 0 0 0 0 
16. Bantuan kesehatan 1 1 1 0 1 0 1 
17. Pemberdayaan ekonomi  1 1 0 0 0 0 0 
18. Kepedualian terhadap anak yati 
piatu 
1 1 0 0 1 0 1 
19. Pembangunan atau renovasi masjid  1 1 1 0 0 0 0 
20. Kegiatan kepemudaan 0 0 0 0 0 0 1 
21. Kegiatan sosial lainnya (pemberian 
buku, mudik bareng, dan lain-lain) 
1 1 1 0 0 0 0 
22. Sponsor acara kesehatan, olahraga, 
edukasi, dan lain-lain 
1 0 0 0 0 0 0 
Lingkungan  
23. Kampanye go green 1 0 0 0 0 0 0 
24. Konservasi lingkungan 1 1 0 0 0 0 0 
25. Perlindungan terhadap flora dan 
fauna yang liar atau terancam 
punah  
0 0 0 0 0 0 0 
26. Polusi  0 0 0 0 0 0 0 
27. Perbaikan dan pembuatan sarana 
umum 
1 1 0 0 0 0 0 
28. Audit lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 
29. Kebijakan manajemen lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 
Tata Kelola Organisasi 
30. Profil dan strategi organisasi 1 1 1 1 1 1 1 
31. Struktur organisasi 1 1 1 1 1 1 1 
32. Pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab Dewan Komisaris 
1 1 1 1 1 1 1 
33. Pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab Direksi 
1 1 1 1 1 1 1 
34. Kelengkapan dan pelaksanaan 
tugas komite 
1 1 1 1 1 1 1 
35. Pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab Dewan Pengawas 
Syariah 
1 1 1 1 1 1 1 
36. Penghimpunan dan penyaluran 
dana serta pelayanan jasa 
1 1 1 1 1 1 1 
37. Penanganan benturan  kepentingan 1 1 1 1 1 1 1 
38. Penerapan fungsi kepatuhan Bank 1 1 1 1 1 1 1 
39. Penerapan fungsi audit intern 1 1 1 1 1 1 1 
40. Penerapan fungsi audit ekstern 1 1 1 1 1 1 1 
41. Batas maksimum penyaluran dana 1 1 1 1 1 1 1 
42. Transparasi kondisi keuangan dan  
non keuangan 
1 1 1 1 1 1 1 
43. Kebijakan anti pencucian uang dan 
praktik penyimpangan lainnya 
1 1 1 1 1 0 0 
44. Etika perusahaan 1 1 1 1 1 1 1 
 
Lampiran Output SPSS dan Eviews 
Uji Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NP 7 ,29 20,36 4,9591 7,80473 
logx1 7 ,48 ,70 ,5088 ,08385 
logx2 7 ,60 ,90 ,7384 ,13734 
logx3 7 ,00 1,08 ,5934 ,39485 
logx4 7 ,00 ,48 ,1112 ,19654 
logx5 7 1,15 1,18 1,1675 ,01462 
Valid N (listwise) 7     
 
Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Standardized 
Residual 
N 7 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation ,40824829 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,214 
Positive ,214 
Negative -,214 
Kolmogorov-Smirnov Z ,567 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,905 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Uji Multikolonieritas 
Uji Heteroskedastisitas 
 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 4.45E+23    Prob. F(5,1) 0.0000 
Obs*R-squared 7.000000    Prob. Chi-Square(5) 0.2206 
Scaled explained SS 0.077574    Prob. Chi-Square(5) 0.9999 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 04/17/16   Time: 21:50   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 116.5695 2.67E-10 4.36E+11 0.0000 
X1^2 -67.79657 7.06E-11 -9.61E+11 0.0000 
X2^2 64.18230 7.61E-11 8.43E+11 0.0000 
X3^2 -3.19E-11 3.74E-11 -0.851654 0.5509 
X4^2 -125.3560 1.21E-10 -1.04E+12 0.0000 
X5^2 -89.09426 2.06E-10 -4.33E+11 0.0000 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 56,504 304,654  3,185 ,010   
logx1 -68,742 38,787 -,739 -1,772 ,850 ,695 1,438 
logx2 13,375 55,583 ,235 2,441 ,027 ,126 7,921 
logx3 8,955 16,655 ,453 2,338 ,038 ,170 5,879 
logx4 18,889 25,174 ,476 2,250 ,049 ,301 3,327 
logx5 -28,999 273,775 -,054 -,106 ,933 ,459 2,178 
a. Dependent Variable: NP 
Regresi Linier Berganda 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 56,504 304,654  3,185 ,010 
logx1 -68,742 38,787 -,739 -1,772 ,850 
logx2 13,375 55,583 ,235 2,441 ,027 
logx3 8,955 16,655 ,453 2,338 ,038 
logx4 18,889 25,174 ,476 2,250 ,049 
logx5 -28,999 273,775 -,054 -,106 ,933 
a. Dependent Variable: NP 
 
Uji F 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 321,343 5 64,269 2,456 ,005 
Residual 44,140 1 44,140   
Total 365,483 6    
a. Dependent Variable: NP 
 
 
Uji Determinasi (R
2
) 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,701
a
 ,492 ,407 1,01447657 
a. Predictors: (Constant), logx5, logx1, logx4, logx3, logx2 
b. Dependent Variable: NP 
 
 
 
